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1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang 
Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi 
Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 1 
ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 
Tahun 2020 ten tang Road Map Reformasi 
Birokrasi 2020-2024, sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang 
Peru bahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 
Tahun 2020 ten tang Road Map Reformasi 
Birokrasi 2020-2024, telah ditetapkan Peraturan Bupati 
Buton Utara Nomor 18 Tahun 2021 tentang Road Map 
Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Buton Utara 
Tahun 2020-2024; 

b. bahwa untuk menyesuaikan dinamika perkembangan 
peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Bupati 
Buton Utara Nomor 18 Tahun 2021 tentang Road Map 
Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Buton Utara 
Tahun 2020-2024 perlu dilakukan penyesuaian; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati 
Nomor 18 Tahun 2022 tentang Road Map Reformasi 
Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bu ton Utara 
Tahun 2020-2024; 

BUPATI BUTON UTARA, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA 
NOMOR )-5 TAHUN 2023 

TENT ANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2021 

TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN 
BUTON UTARA TAHUN 2020-2024 

BUPATI BUTON UTARA 
PROVI SISULAWESITENGGARA 



Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4690); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 33); 

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5038); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5234); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Repub1ik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6897); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1877); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5041); 

13. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand 
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 

14. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Komite 
Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim 
Reformasi Birokrasi Nasional Periode Tahun 2015- 2019; 



Pasal I 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 18 
Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah 
Kabupaten Buton Utara Tahun 2020-2024 (Berita Daerah 
Kabupaten Buton Utara Tahun 2021 Nomor 18) diubah 
sehingga berbunyi sebagai berikut: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG ROAD 
MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN 
BUTON UTARA TAHUN 2020-2024. 

MEMUTUSKAN: 

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reforrnasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 ten tang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 
Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona 
Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah 
Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi 
Pemerintah; 

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road 
Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441), sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 
Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi 
Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 233); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 6 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah 
Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan 
Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara 
(Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2022 
Nomor 6); 

18. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buton 
Utara Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Buton Utara Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Kabupaten Bu ton Utara 
Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton 
Utara Tahun 2019 Nomor 1); 

19. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 18 Tahun 2021 
tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah 
Kabupaten Buton Utara Tahun 2020-2021 (Berita Daerah 
Kabupaten Buton Utara Tahun 2021 Nomor 18); 

Menetapkan 
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BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2023 NOMOR 15 

MUHAMMAD HARDHY MUSLIM 

~- 

Diundangkan di Buranga 
pada tanggal I (J- t 2. - 2023 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BUTON UTARA, 

BUPr:;_TARA, 
.......____ 

MUHAMMAD RIDWAN ZAKARIAH 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara. 

Ditetapkan di Buranga 
pada tanggal (ti- tz - 2023 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasa.1 II 

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai 
berikut: 
Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 
Tahun 2020-2024 disusun dengan sistematika sebagai 
berikut: 
a. Bab I 
b. Bab II 
c. Bab III 

: Pendahuluan 
: Gambaran Birokrasi Pemerintah Daerah 
: Agenda Reformasi Birokrasi Pemerintah 

Daerah 
d. Bab IV : Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 
e. Bab V : Penutup 

2. Ketentuan lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 



1.1. Latar Belakang 

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan sebuah kebutuhan di tengah 

dinamika kompleksitas global yang menyebabkan tuntutan masyarakat yang 

semakin tinggi. Tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui RB yang 

berkualitas pada akhirnya adalah untuk mempercepat tercapainya 

Pembangunan Nasional. Dengan kata lain, RB merupakan sebuah instrumen 

alat (tools) dalam rangka percepatan pencapaian prioritas kerja Presiden dan 

Pembangunan Nasional. 

Reformasi Birokrasi menjadi salah satu dari lima agenda prioritas 

Pembangunan Nasional yang menjadi fokus dari pemerintahan. Arahan Presiden 

tentang RB berkaitan dengan tiga hal utama, yaitu mewujudkan birokrasi yang 

mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat 

kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat (making delivered), serta birokrasi yang 

lincah dan cepat (agile bureaucracy). Arahan Presiden terse but dapat terwujud 

apabila ada upaya perbaikan dalam tata kelola pemerintahan yang menyentuh 

akar permasalahan, tidak hanya menjadi agenda rutin tanpa memberikan daya 

ungkit yang konkret. 

Dalam rangka memastikan pengelolaan RB yang efektif, pemerintah perlu 

untuk menetapkan perencanaan dan tata kelola RB dalam sebuah dokumen 

perencanaan yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pihak dan 

stakeholder yang berkepentingan. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, 

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 

ten tang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang terbagi dalam tiga 

periode Road Map RB Nasional, yaitu Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 

2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024. Road Map disusun untuk membantu 

menjabarkan visi misi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

(RPJMN) Presiden dan Wakil Presiden terpilih tentang RB, sehingga dapat 

menjadi acuan bagi kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam 

melaksanakan RB secara berkelanjutan pada masing-masing 

kementerian/lembaga/ pemerintah daerah. 

BAB I PENDAIIULUAN 

LAMPIRAN I 
PERATURAN BUPATI BUTON UTARA 
NOMOR TAHUN 2023 
TENT ANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI 
NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG ROAD 
MAP REFORMASI BIROKRASI 
PEMERINTAH KABUPATEN BUTON 
UTARA TAHUN 2020-2024 



Pada akhir periode Grand Design RB Tahun 2010-2025 yang tertuang 

dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, upaya reformasi diharapkan 

telah menghasilkan birokrasi yang berkelas dunia. Semakin berkualitas tata 

kelola pemerintahan (governance), semak:in baik pula hasil pembangunan 

( development outcomes). Hal terse but dapat dilihat dari hasil pembangunan 

nyata yang manfaatnya dirasakan oleh masyarakat seperti pro pengurangan 

kemiskinan, pro lapangan pekerjaan, dan berbagai hasil nyata yang bermuara 

pada kesejahteraan rakyat. Namun, walaupun pelaksanaan RB telah memasuki 

periode Road Map terakhir Grand Design RB Tahun 2010-2025, hasil yang 

ditunjukan masih belum optimal. Beberapa upaya RB masih berfokus pada 

proses dan belum sepenuhnya berfokus pada manfaat yang secara langsung 

dirasakan masyarakat. 

Hasil evaluasi atas pelaksanaan RB masih menunjukkan adanya gap 

antara kondisi capaian terkini dengan kondisi yang diharapkan pada akhir 

tahun 2025. Gap tersebut dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi perencanaan 

dan sisi pelaksanaan. Pada sisi perencanaan, konteks Road Map RB 2020-2024 

yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 25 Tahun 2020, belum optimal 

mengakselerasi tata kelola pemerintahan yang mendorong percepatan 

pencapaian pembangunan nasional maupun daya saing global. Pada sisi 

pelaksanaannya, pengelolaan RB di level nasional maupun instansional belum 

secara optimal dirasakan masyarakat, misalnya terkait kinerja konkret bagi 

masyarakat, pelayanan publik, dan pengurangan praktek Korupsi Kolusi 

Nepotisme (KKN). Perencanaan dan pelaksanaan RB juga masih dilakukan 

secara parsial oleh masing-masing Instansi Pemerintah sehingga belum berfokus 

pada isu strategis nasional serta arah Pembangunan Nasional. Sehingga dengan 
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Secara khusus, aspek utama yang perlu ditajamkan dari Road Map RB 

2020-2024 adalah sebagai berikut : 

1) Substansi tujuan, sasaran, dan indikator keberhasilan RB dalam Road Map 

RB Nasional belum sepenuhnya mampu menjawab isu strategis nasional dan 

internasional terkait dengan pembangunan nasional, daya samg 

pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan isu-isu strategis yang perlu 

dijawab dengan akselerasi RB. 

2) Sasaran program pembangunan bersifat lintas sektor dan lintas Instansi 

Pemerintah ( cross cutting issue), sehingga memerlukan strategi RB untuk 

mengorkestrasi percepatan pencapaian sasaran lintas sektor dan instansi. 

Kebijakan-kebijakan RB diharapkan menjadi kebijakan kunci yang paling 

berkontribusi terhadap sasaran strategis dan tujuan RB. 

3) Pengelolaan RB yang fokus untuk percepatan pencapaian tujuan dan 

sasaran strategis RB dengan penyelesaian terhadap akar masalah melalui 

perbaikan sistem dan manajemen internal, serta isu prioritas antara lain 

kemiskinan dan investasi. 

4) Kolaborasi pelaksanaan RB yang cenderung silo (fragmented) khususnya 

antara instansi pengampu indeks dapat berdampak pada pengukuran RB - 

yang tidak efektif, sehingga dibutuhkan indikator RB yang paling relevan dan 

signifikan untuk mengukur keberhasilan RB, sehingga diperlukan 

penyederhanaan, sinergi dan integrasi antar indikator kinerja yang sejenis. 

Road Map Reformasi Birokrasi memuat informasi antara lain tujuan, 

sasaran, program, kegiatan, indikator keberhasilan, serta pelaksana dari 

Reformasi Birokrasi. Prinsip dasar penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi 

yaitu: 

1. Jelas. Road map harus mudah dipahami dan dapat dilaksanakan; 

2. Ringkas. Road map harus disajikan secara ringkas dan padat sesuai format 

yang ditentukan; 

3. Terukur. Program, kegiatan, target, waktu, keluaran (output) dan hasil 

(outcome) harus dapat diukur; 

4. Dinamis. Road map dapat mengakomodasi umpan balik dan 

perbaikanperbaikan yang diperlukan; 

5. Terinci. Road map harus merupakan rincian dari pelaksanaan kegiatan dan 

hasil dari kegiatan tersebut; 

kondisi tersebut perlu dilakukan penajaman terhadap Road Map RB 2020-2024. 

Penajaman Road Map ini juga untuk membantu mempercepat pencapaian 

sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 tentang 

RB. 



BABV 

3.1. Penetapan Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi 

3.1.1 Tujuan Reformasi Birokrasi 

3.1.2 Sasaran Reformasi Birokrasi 

3.2. Perencanaan Reformasi Birokrasi General 

3.3. Penetapan Terna dan Target Reformasi Birokrasi Tematik 

BAB IV MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 

4 .1. Pelaksana Reformasi Birokrasi 

4.2. Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi 

BAB II GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN BUTON 

UTARA 

2.1 Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Kabupaten Buton Utara 

2.1.1 Visi dan Misi 

2.1.2 Kelembagaan 

2.1.3 Sumber Daya Aparatur 

2.2 Capaian Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Buton 

Utara 

2.2.1 Capaian Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi 

2.2.2 Capaian Kegiatan Utama dan Indikator Reformasi 

Birokrasi 

BAB III AGENDA REFORMASI BIROKRASI INSTANSI PEMERINTAH 

1.2 Sistematika 

Sistematika penulisan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah 

Kabupaten Buton Utara terdiri dari: 

Ringkasan Eksekutif 

BABI PENDAHULUAN 
1.1 La.tar Belakang 

6. Komitmen. Road map harus merupakan kesepakatan bersama yang 

memberikan gambaran kesadaran akan tanggung jawab yang harus 

diselesaikan; 

7. Dokumen resmi. Road map harus menjadi dokumen resmi Pemerintah 

Daerah yang ditetapkan oleh pimpinan Pemerintah Daerah bersangkutan. 

PENUTUP 



Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Buton Utara 

Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi Bupati dan Wakil Bupati 

terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Kabupaten 

Buton Utara. Pernyataan visi Kabupaten Buton Utara periode 2021-2026 

menjadi arah pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Berbagai 

kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Buton Utara sampai 

dengan tahun 2026 difokuskan untuk mewujudkan visi tersebut. Adapun visi 

pembangunan jangka menengah Kabupaten Buton Utara Tahun 2021-2026, 

adalah: "TERWUJUDNYA BUTON UTARA YANG MAJU, ADIL, DAN 

SEJAHTERA". Pernyataan visi Kabupaten Buton Utara tahun 2021-2026 

memiliki makna sebagai berikut: 

1) Buton Utara yang Maju. Memiliki makna bahwa terwujudnya pembangunan 

daerah Kabupaten Buton Utara mengarah ke kondisi yang lebih baik dengan 

ketersediaan sarana dan prasarana wilayah yang memadai didukung oleh 

sumber daya manusia yang handal dan terbebas dari ketertinggalan. 

2) Buton Utara yang Adil Me:miliki makna bahwa pembangunan daerah 

mengarah pada pembangunan yang merata dan berkeadilan sosial antara 

desa dan kota, dan antar berbagai entitas masyarakat Buton Utara yang 

sangat beragam. 

3) Buton Utara yang Sejahtera Memiliki makna bahwa pembangunan daerah 

mengarah pada terwujudnya Buton Utara yang masyarakatnya sejahtera, 

beradab, memiliki ketahanan ekonomi, sosial dan bermartabat. 

RPJMD Kabupaten Buton Utara periode tahun 2021-2026 merupakan 

tahap ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 

Kabupaten Buton Utara, yaitu tahap yang diarahkan untuk memantapkan hasil 

pembangunan pada tahap sebelumnya da]a:m rangka "pencapaian daya saing 

untuk mewujudkan kemandirian ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan 

sumber daya manusia dan pengelolaan potensi wilayah yang berkualitas dengan 

pemantapan kemampuan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. 

Selanjutnya, Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan 5 

(lima) misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Buton Utara Tahun 

2021-2026, yaitu: 

2.1.1. Visi dan Misi 

2.1. Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Kabupaten Buton Utara 

BAB II 
GAMBARAN REFORMASI BIROKRASI 

PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA 



1) Meningkatkan sumber daya manusia yang berdaya samg dan terampil 

melalui peningkatan akses, kualitas pendidikan dan kesehatan. Misi ini 

bermaksud memberikan dukungan dan upaya umum pemerintah Kabupaten 

Buton Utara terhadap peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas 

dan berdaya saing dengan memberikan jaminan dan kepastian pada 

peningkatan akses dan layanan pendidikan, derajat dan kualitas kesehatan 

serta pengetahuan dan keterampilan kerja. 

2) Peningkatan kualitas infrastruktur dan optimalisasi pembangunan sistem 

infrastruktur wilayah terpadu dan berkelanjutan guna mewujudkan 

pertumbuhan ekonomi inklusif. Misi ini bermaksud memberikan dukungan 

dan upaya umum pemerintah Kabupaten Buton Utara terhadap peningkatan 

kualitas infrastruktur dasar dan penunjang serta pemerataan dan percepatan 

akses intra dan antar wilayah Kabupaten Buton Utara guna menunjang 

keadilan dan kesejahteraan masyarakat. 

3) Penguatan ekonomi yang berdaya saing melalui inovasi pengembangan sektor 

unggulan dan investasi berbasis potensi daerah. Misi ini bermaksud untuk 

memberikan dukungan dan upaya umum pemerintah terhadap pertumbuhan 

dan pemerataan ekonomi masyarakat berbasis potensi daerah dengan 

meningkatkan investasi dan inovasi komoditi unggulan daerah berbasis 

potensi wilayah, pemerataan pendapatan masyarakat serta penciptaan 

lapangan kerja bagi pencari kerja. 

4) Penerapan tata pemerintahan yang baik, profesional, bermartabat dan 

meningkatkan kesejahteraan aparatur sipil negara. Misi ini bermaksud untuk 

memberikan dukungan dan upaya umum pemerintah terhadap terwujudnya 

tata kelola pemerintahan yang baik, profesional dan bermartabat dengan 

menerapkan tata pemerintahan yang baik dalam mewujudkan Reformasi 

Birokrasi guna penegakan supremasi hukum serta meningkatkan kualitas 

pelayanan publik yang prima dalam mewujudkan transparansi dan 

akuntabilitas. 

5) Meningkatkan kesadaran masyarakat dan partisipasi gender dalam 

mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang demokratis, aman, 

nyaman dan religius. Misi ini bermaksud bahwa pembangunan daerah 

dilaksanakan untuk mendukung terciptanya iklim politik yang demokratis 

dan religius dengan meningkatkan partisipasi gender dalam pembangunan 

guna mendukung pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK). 



Kelembagaan di Pemerintah Kabupaten Buton Utara berdasarkan 

Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara, 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara 

Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton 

U tara, terdiri atas : 

1. Staf Ahli Bupati, terdiri dari : 

a. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik; 

b. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan; 

c. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia. 

2. Sekretariat Daerah terdiri dari: 

a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahi: 

1) Bagian Tata Pemerintahan; 

2) Bagian Hukum; dan 

3) Bagian Kesejahteraan Rakyat. 

b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahi: 

1) Bagian Perekonomian; 

2) Bagian Administrasi Pembangunan; dan 

3) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; 

c. Asisten Administrasi Umum membawahi: 

1) Bagian Umum; 

2) Bagian Organisasi; dan 

3) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan; 

3. Sekretariat DPRD 

4. Inspektorat Daerah 

5. Dinas Daerah (28 Dinas), yang terdiri dari: 

a. Dinas Pendidikan; 

b. Dinas Kesehatan; 

c. Dinas Sosial; 

d. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 

e. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; 

f. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 

g. Dinas Ketahanan Pangan; 

h. Dinas Lingkungan Hidup; 

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 

j. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 

k. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 

2.1.2. Kelembagaan 



Kondisi jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Buton Ut.ara per 

Desember Tahun 2022 berjumlah 2268 PNS yang terbagi menjadi 1.104 PNS pria 

dan 1164 PNS wanita. Apabila di kelompokkan sesuai dengan tingkat 

pendidikan, Golongan/Pangkat dan Jenis Kelamin, maka komposisi PNS di 

Kabupaten Buton Utara dapat digambarkan berikut. 

2.1.3 Sumber Daya Aparatur 

1. Dinas Perhubungan; 

m. Dinas Komunikasi dan Informatika; 

n. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja; 

o. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

p. Dinas Pemuda dan Olahraga; 

q. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; 

r. Dinas Pertanahan; 

s. Dinas Pertanian; 

t. Dinas Transmigrasi; 

u. Dinas Perikanan; 

v. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; 

w. Dinas Perindustrian dan Perdagangan; 

6. Badan Daerah yang terdiri dari: 

a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 

b. Badan Keuangan dan Aset Daerah; 

c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; 

d. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah; 

e. Badan Penaggulangan Bencana Daerah. 

7. Satuan Polisi Pamong Praja 

8. Rumah Sak.it Umum Daerah sebagai Unit Organisasi bersifat khusus pada 

Dinas Kesehatan 

9. Kecamatan yang berjumlah 6 ( enam). 



Kondisi eksisting Pemerintah Kabupaten Buton Utara sesuai dengan 

Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 dibandingkan dengan 

target Road Map RB Nasional terbaru dan RPJMD/Renstra K/L/D), sebagaimana 

tabel berikut: 

2.2. Capaian Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Buton Utara 

1164 
11 

• LAKI PEREMPUAN 

Grafik Komposisi ASN Buton Utara Berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan 

Sumber : BKPSDM Kabupaten Buton Utara per Desember 2022 

2. Grafik Data PNS Kabupaten Buton Utara Berdasarkan Golongan Ruang 

dan Jenis Kelamin 
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• LAKI PEREMPUAN 

Komposisi ASN Buton Utara per 31 Oesember 2022 Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan 
Jenis Kelamin 

1. Grafik Data PNS Kabupaten Buton Utara Berdasarkan Pendidikan dan 
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Target Road Map 
Target 

Tujuan RB 2020- lndikator RB Kondisi Eksisting 
No 

2024 Tujuan Nasional 
RPJMD 

(Tahun 2022) 
2024 

2024 

1 [Ierwuiudnya 
Capaian lndeks lndeks Refonnasi 

birokrasi yang Baik 56.80 Birokrasi 57.67 
bersih, efektif dan Refonnasi Birokrasi 

berdaya 
saing mendorong Angka Kemiskinan 
pembangunan Capaian lndikator Menu run 12.50 14.26 
nasional dan Kinerja 
pelayanan publik Pembangunan Nilai Realisasi Pertumbuhan Rp.15.8 M lnvestasi lnvestasi Meningkat Rp. 24.12 M 

2 Terciptanya tata lndeks SPBE Baik 3,2 2,02 
kelola Capaian 
pemerintahan Akuntabilitas 
digital yang Kinerja (Nilai Baik Baik/8 =69 Baik/B = 65.66 
lincah, SAKIP) 
kolaboratif, dan 

Capaian akuntabel 
Akuntabilitas WTP WTP WTP sejak Tahun 
Keuangan (Opini 2016 
BPK) 

3 rrerciptanya Budaya Nilai Survei 7,66% Employer Branding - - 
Birokrasi 
BerAKHLAK dengan Nilai Survei lndeks 61.70% (Cukup 
~SN yang BerAKHLAK 67,142% - Sehat) 
Profesional 

Survei Internal Nilai meningkat 73.32 Organisasi - 

Nilai Survei Tahun 2022 
Kepuasan Nilai meningkat Baik dengan nilai 81.43 
Masyarakat (Baik) 



Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 

Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 telah menetapkan 

tujuan dan sasaran dari Reformasi Birokrasi secara nasional. Tujuan yang 

terdapat pada Road Map RB 2020-2024 sebelum penajaman adalah 

"Pemerintahan yang baik dan bersih", sedangkan tujuan dari Road Map RB 

2020-2024 setelah penajaman adalah "Birokrasi yang bersih, efektif dan 

berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik". 

Tujuan RB harus diarahkan untuk dapat menjawab isu utama RB yang 

berkembang beberapa tahun terakhir. Isu tersebut adalah terkait dampak dan 

kontribusi RB pada Pembangunan Nasional, peningkatan kualitas pelayanan 

publik, penciptaan pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan 

daya saing Indonesia dibanding dengan negara lainnya. 

Sedangkan Sasaran Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 yaitu: 

1. Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan 

kolaboratif. Sasaran ini berkaitan dengan tata kelola pemerintahan 

(governance) yang mampu mempertanggungjawabkan penggunaan sumber 

daya melalui penciptaaan hasil/ dampak yang nyata bagi masyarakat dan 

pembangunan nasional, dengan kemampuan untuk selalu bersinergi dan 

cepat beradaptasi dalam merespon perubahan lingkungan strategis yang 

berciri VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity). Strategi utama 

untuk menciptakan tata kelola pemerintahan ini adalah dengan menjadikan 

teknologi informasi dan komunikasi sebagai instrumen utama dalam proses 

internal tata kelola pemerintah yang baik dan penyediaan pelayanan publik 

yang berkualitas. 

2. Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional. 

Sasaran ini berkaitan dengan budaya birokrasi yang mengedepankan nilai 

orientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, kompeten, loyal, adaptif, dan 

kolaboratif dalam pelaksanaan tugas menyelenggarakan pelayanan publik 

yang berkualitas dan mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran 

pembangunan nasional, serta diisi dengan ASN yang memiliki komitmen, 

kemampuan, motivasi, perilaku, kinerja dan daya saing yang tinggi. 

3.1. Penetapan Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi 

BAB III 
AGENDA REFORMASI BIROKRASI 

PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA 



Kegiatan utama Reformasi Birokrasi mandatory ditetapkan sebagaimana 

tabel berikut: 

KEGIATAN UTAMA MANDATORY 

No Kegiatan Utama lndikator 
1 Penyederhanaan Birokrasi Penyederhanaan Tingkat lmplementasi Penyederhanaan Birokrasi 

Struktur Organisasi)/transfonnasi organisasi (Tahun 2022 terealisasi 99%) 
berbasis kinerja dan agile 

2 Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan Tingkat lmplementasi Sistem kerja Baru dan 
model fleksibel bagi Pegawai ASN Fleksibilitas Bekerja Pegawai (sudah ada Draft 

Perbup Sistem Kerja ASN Tahun 2023) 
3 Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional lndeks SPBE (Nilai tahun 2022 = 2.02) 

Tingkat lmplementasi Kebijakan Arsitektur SPBE 
(Tahun 2022 = belum ada nilai) 

4 Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Nilai SAKIP (Nilai tahun 2022 nilai ·s· = 65.66) 
lnstansi Pemerintah yang terintegrasi 

5 Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital Tingkat lmplementasi Kebijakan Transformasi 
Diaital MPP*) 
lndeks Kepuasan Masyarakat (Nilai tahun 2022 = 
81.43) 
lndeks Pelavanan Publik (Nilai tahun 2022 = 87.88 

6 Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan 
7 Pembangunan Zona lntegritas di unit kerja Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona 

lnteoritas (Tahun 2022 belum ada pencananqan) 
8. Penguatan implementasi sistem Tingkat Maturitas SPIP (Nilai Tahun 2022 = Level 

pengendalian intern oemerintah (SPIP) 2) 
9. Penguatan Pengelolaan Pengaduan Tingkat tindaklanjut pengaduan masyarakat 

Masvarakat (LAPOR) vanq sudah diselesaikan 
10. Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi Survei Penilaian lntegritas (Nilai tahun 2022 = 

73.32) 
MCP KPK (Nilai tahun 2022 = 35%) 
Kepatuhan penyampaian LHKPN (Nilai tahun 
2022 = 100%) 

11. Penouatan Kapabilitas APIP Tinokat KapabilitasAPIP (Nilai tahun 2022 = 2.0) 
12. Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan lndeks Kualitas Kebijakan Daerah (Nilai tahun 

Publik 2021 = Belum ada penilaian) 

3.2 Perencanaan Reformasi Birokrasi General 

3.2.1. Penetapan Prioritas Kegiatan Utama 

Pemerintah Daerah sebagai pelaksana level mikro melaksanakan 

Reformasi Birokrasi dalam dua dimensi, yaitu: 

1. Dimensi Prioritas Nasional yang telah ditetapkan oleh level makro dan meso 

berupa Kegiatan Utama dan telah ditetapkan dalam Road Map Reformasi 
Birokrasi Nasional, serta bersifat mandatory. 

2. Dimensi Instansional merupakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk 

mengakomodir kebutuhan untuk memecahkan masalah tata kelola internal 

K/L/D yang masih menjadi kendala dalam penyediaan pelayanan publik 

yang berkualitas dan peningkatan kinerja yang berkelajutan. Kegiatan Utama 

inisiatif K/L/D (di luar dari Kegiatan Utama mandatory) yang dapat memiliki 

leverage (percepatan) terhadap pencapaian Tujuan dan Sasaran Reformasi 

Birokrasi. 



No Kegiatan Utama lndikator 
1 Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah yang lndeks Reformasi Birokrasi 

Transparan, Akuntabel dan Responsf serta lnovatif 
2. Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Tingkat Kematangan Perangkat Daerah 

(oeramolnoan OPD) 
3. Meningkatkan Pembangunan Sumber lndeks Pembangunan Manusia 

Daya Manusia yang Unaaul 
4. Memperluas Akses lapangan Kerja dan Angka Kemiskinan 

Wirausaha Baru Tingkat Penganaauran Terbuka (TPT) 
5. Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga, lndeks Pembangunan Gender 

Perempuan dan Perlindungan Anak 

6. Meningkatkan lklim lnvestasi dan lndustri yang Pertumbuhan Ekonomi 
Kondusif untuk Menjamim Keberlangsungan Usaha 
Ekonomi 

7. Mengembangkan Potensi Kawasan Terpadu dan lndeks Kualitas 
Kelestarian Sumber Daya Alam dan lingkungan lingkungan Hidup (IKLH) 
Hidup yang Seimbang, lndah, Bersih dan Nyaman 

Kegiatan Utama Inisiatif adalah yang berorientasi hasil atau outcome 
(bukan output) dan memiliki leverage (percepatan) terhadap pencapaian Tujuan 
dan Sasaran RB. Kegiatan Utama inisitif ditetapkan sebagaimana tabel berikut : 

KEGIATAN UTAMA INISIATIF 

No Kegiatan Utama lndikator 

13. Pelaksanaan Pembentukan lndeks Reformasi Hukum Nilai tahun 2022 = 
Peraturan Perundangan-undangan belum ada penilaian) 

14. Pelaksanaan Arsip Digital Tingnkat Digitalisasi Arsip (Nilai tahun 2022 = 
belum ada penilaian) 

15. Pelaksanaan Data Statistik Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik 
Sektoral Sektoral (Nilai tahun 2022 = belum ada oenilaian) 

16. Penguatan Pengadaan Barang dan lndeks Tata Kelola PBJ (Nilai tahun 2022 = 44.80) 
Jasa Pemerintah 

17. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Asel lndeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Nilai 
Tahun 2022 = belum ada oenilaian) 
Opini BPK (WTP sejak tahun 2016) 

Tindak Lanjut Rekomendasi BPK (capaian tahun 
2022 = 80.56) 

18. Penataan Jabatan Fungsional 
19. Penauatan Manaiemen Talenta ASN 
20. Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN lndeks Merit System (Nilai tahun 2022 = nol) 

21. Penguatan Sistem Merit 
22. Pelaksanaan Core Values ASN lndeks BerAKHLAK (Nilai tahun 2022 = 61. 700k) 



Baseline Target Tahunan Unit/Satuan Kerja Pelaksana 
No Keglatan Utama lndlkator (2022) 2023 2024 Koordlnator Pelaksana 
A. MANDATORY 

1. Penyederhanaan Birokrasi Tingkat lmplementasi 90% Pemetaan Nomenklatur Jabatan lmplementasl Hasil Pemetaan Nomenklatur Baglan Organisasi Semua Unit Kerja 
(Penyederhanaan Struktur Penyederhanaan Birokrasl berdasarkan Kepmen PANRB Jabatan berdasarakan Kepmen PANRB 
Organisasi)ltransformasi organlsasi Nomor 656 Tahun 2023 Nomor 656 Tahun 2023 
berbasis kinerla dan aaile 

2. Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan Tingkat lmplementasi Slstem Sudah ada Penetapan Peraturan Bupati lmpiemetasi Peraturan Bupati tentang Bagian Organisasi Semua Unit Kerja 
model fleksibel bag! Pegawal ASN kerja Baru dan Fleksibllitas Draft tentang Sistem Kerja ASN Slstem Kerja ASN 

Bekerja Pegawai (sudah ada Perbup 
Draft Perbup Slstem Kerja ASN SI stem 
Tahun 2023) KerlaASN 

3. Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional lndeks SPBE) 2.02 3.00 3.20 Komlnfo Semua Unit Kena 
Tingkat lmplementasi NA - - Kominfo Semua Unit Kerja 
Kebiiakan Arsitektur SPBE 

4. Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Nilai SAKIP 65.66 (8) 68 (B) 72 (BB) Bappeda/ inspektorat/ Semua Unit Kerja 
lnstansi Pemerintah yang terintegrasi BKAD/ Bagian 

Oraanisasi 
5. Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital Tingkat lmplementasi NA - Penyusunan/Penilaian kelayakan 

Kebijakan Transformasi Digital pembangunan MPP 
MPP*) 
lndeks Kepuasan Masyarakat 81.43 85 88 Bagian Organlsasl Semua Unit Kerja 

lndeks Pelayanan Publik 87.88 92 95 Bagian Organisasi Semua Unit Kerja 

6. Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima Tingkat Kepatuhan Standar 66.28 71 (Hijau) 75 (Hijau) Bagian Organisasi Semua Unit Kerja 
Pelayanan 

7. Pembangunan Zona lntegritas di unit kerja Tingkat Keberhasilan NA Penetapan SK Bupati tentang WBK/WBBM lnspektorat Semua Unit Kerja 
Pembangunan Zona lntegritas penunjukan OPD pelaksana 21 

8. Penguatan implementasi sistem Tingkat Maturitas SPIP Level2 Level2 Level2 I nspektorat Semua Unit Kerja 
pengendalian intern pemerintah (SPIP) 

3.2.2 Penetapan Target Kegiatan Utama 



Baseline Target Tahunan Unit/Satuan Kerja Pelaksana 
No Keglatan Utama lndlkator (2022) 2023 2024 Koordlnator Pelaksana 

9. Penguatan Pengelolaan Pengaduan Tingkat tindaklanjut pengaduan 100% 100% 100% Kominfo/ Bagian Semua Unit Kerja 
Masyarakat masyarakat (LAPOR) yang Organisasi 

sudah dlselesaikan 

10. Penguatan Upaya Pencegahan Korupsl Survel Penilalan lntegrltas 73.32% 78.00% 80.00% I nspektorat Semua Unit Kerja 

MCP KPK 35% 60% 80% lnsoektorat Semua Unit Keria 
Tingkat Kepatuhan LHKPN 100% 100% 100% lnspektorat Semua Unit Kerja 

11. Penauatan Kaoabllitas APIP Kaoabilitas APIP Level2 Level3 Level3 lnsoektorat Semua Unit Kena 
12. Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan lndeks Kualitas Kebijakan NA . . Bappeda/Baglan Semua Unit Kerja 

Publik Hukum 
13. Pelaksanaan pembentukan peraturan lndeks Reformasi Hukum 0 60 75 Bagian Hukum Semua Unit Kerja 

oerundana-undanaan 
14. Pelaksanaan Arsio Diaital Tinakat Dlgitalisasi Arsio 0 0 30% Peroustakaan Semua Unit Keria 

Tingkat Kematangan 0 0 30% Kominfo Semua Unit Kerja 
15. Pelaksanaan data statistik sektoral Penyelenggaraan Statistik 

Sektoral 
16. Penguatan Pengadaan barang dan Jasa lndeks Tata Kelola Pengadaan 44.80 70 75 UKPBJ Semua Unit Kerja 

oemerintah 
Opini BPK WTP WTP WTP BKAD /lnsoektorat Semua Unit Keria 
Tindak Lanjut Rekomendasi 80.56% 87% 89% lnspektorat Semua Unit Kerja 
BPK 

17. Penguatan pengelolaan keuangan dan aset 
lndeks Pengelolaan Aset NA 0 0 BKAD Semua Unit Kerja 
Daerah 

18. Penataan Jabatan Fungsional; Tingkat penerapan kebijakan BKPSDM/Bagian Semua Unit Kerja 
Transformasi Jabatan Organisasi 
Funasional 0 100 200 

19. Penguatan Manajemen Talenta ASN Tingkat implementasi BKPSDM/Bagian Semua Unit Kerja 
Manajemen Talenta Organisasi 



Baseline Target Tahunan Unit/Satuan Kerja Pelaksana 
No Keglatan Utama lndlkator (2022) 2023 2024 Koordnator Pelaksana 
20. Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN; Tingkat implementasi kebijakan BKPSDM/Bagian Semua Unit Kerja 

oenaelolaan kineria ASN Oraanisasi 
21. Penguatan Sistem Merit lndeks Sistem Merit BKPSDM/Baglan Semua Unit Kerja 

Oraanlsasl 
22. Pelaksanaan Core Values ASN lndeks Berakhlak 61.7% 75% (Sehat) 80% (Sehat) Bagian Organlsasl Semua Unit Kerja 

(Cukup 
Se hat) 

B KEGIATAN UTAMA INISIATIF DAERAH 
1. Meningkatkan Klnerja Pemerintah Daerah lndeks Reformasl Birokrasl 57.67 82 88 I nspektorat/ Semua Unit Kerja 

yang Transparan, Akuntabel dan Responsif Bagor/Bappeda 
serta I novatif 

2. Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Tingkat Kematangan 290PD 320PD 340PD Bagian Organlsasl Semua Unit Kerja 
(peramoinaan OPD) Peranckat Daerah 

3. Meningkatkan Pembangunan Sumber lndeks Pembangunan 69 70 71 Bappeda/ Dlnkes/ Semua Unit Kerja 
Manusia vana unaaul Manusia Diknas 

4. Memperluas Akses Lapangan Kerja dan Anoka Kemlskinan 14.26 13 12.5 Baooeda/ Dinsos Semua Unit Kena 
Wirausaha Baru Tingkat Pengangguran Terbuka 3% 2.5% 2% Dinas Koperasl Semua Unit Kerja 

ITPTl 
5. Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga, lndeks Pembangunan Gender 92.82 93.5 94.5 DPPPA Semua Unit Kerja 

Peremouan dan Perlindunaan Anak 
6. Meningkatkan lklim lnvestasi dan lndustri Pertumbuhan Ekonomi 4.08 5% 6% DPM-PTSP Semua Unit Kerja 

yang Kondusif untuk Menjamim 
Keberlangsungan Usaha Ekonomi 

7. Mengembangkan Potensi Kawasan lndeks Kualitas Lingkungan 74.44 75 78 DLH Semua Unit Kerja 
Terpadu dan Kelestarian Sumber Daya Hidup (IKLH) 
Alam dan Lingkungan Hidup yang 
Seimbana, lndah, Bersih dan Nvaman 



a. Penaggulangan Kemiskinan 

Dalam rangka penanganan kemiskinan telah di bentuk Tim Koordinator 

Penanggulangan Kemiskinan dengan Keputusan Bupati Buton Utara Nomor 83 

Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Koordinator Penanggulangan 

Kemiskinan. Hal ini menjadi komitmen serius Pemerintah Daerah guna 

tercapainya penurunan kemiskinan di daerah. Berdasarkan kajian BPS 

persentase kemiskinan di Kabupaten Buton Utara tahun 2022 sebesar 14.26°/o 

atau sebanyak 9450 orang. Berdasarkan data hasil kajian tersebut, Pemerintah 

Kabupaten Buton Utara melaksanakan berbagai strategi penanggulangan dan 

penanganan kemiskinan yaitu : 

1. Pemberdayaan ekonomi kreatif; 

2. Menciptakan lapangan kerja yang diintegrasikan dengan program prioritas 

pembangunan; 

3. Penanganan Stunting; 

4. Memberikan pelatihan kepada calon pencari kerja; 

5. Memberikan bantuan modal usaha. 

Area logical framework kemiskinan tersebut agar tepat sasaran dan 

percepatannya sesuai target yang telah ditetapkan, maka alur penanganannya 

sebagaimana proses bisnis/pohon kinerja dibawah ini: 

PENJELASAN MASING-MASING TEMA 

Reformasi Birokrasi Tematik merupakan strategi baru dalam Road Map 
Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang memiliki waktu pelaksanaan hingga tahun 

2024. Pemerintah Kabupaten Buton Utara menetapkan 5 (lima) tema Reformasi 

Birokrasi tematik yaitu: 

1. Penanggulangan Kemiskinan; 

2. Pengendalian inflasi. 

3. Digitalisasi pemerintahan dengan focus penanganan stunting; 

4. Peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN); dan 

5. Peningkatan investasi; 

3.3 Penetapan Tema dan Target Reformasi Birokrasi Tematik 



Permasalahan kemiskinan merupakan masalah kompleks yang 

dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat 

pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi 

geografis, gender, dan kondisi lingkungan. Dengan demikian, kemiskinan tidak 

lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan 

memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau 

sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Kompleksitas 

masalah kemiskinan tentu tidak bisa dijawab melalui program yang parsial dan 

karitatif, tetapi diperlukan adanya rumusan kebijakan pengentasan kemiskinan 

yang bersifat holistic meskipun tidak bisa menghindari pendekatan sektoral. 

Rumusan kebijakan pengentasan kemiskinan hendaknya menyatukan dua isu 

sentral dan mendasar yaitu penanggulangan kemiskinan dan penciptaan 

lapangan kerja. Program yang khusus ditujukan untuk mengatasi masalah 

kemiskinan diorientasikan pada upaya peningkatan pendapatan dan 

pengurangan beban masyarakat miskin melalui pendekatan pemberdayaan 

usaha, pemberdayaan manusia dan pemberdayaan lingkungan. Implementasi 

pendekatan program disesuaikan dengan kondisi potensi dan masalah yang 
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Guna penyampaian target Peningkatan investasi maka disusun 

pohon kinerja sebagai berikut: 

b. Peningkatan Investasi 
Dalam rangka mengurai beberapa permasalahan yang dihadapi kabupaten 

Buton Utara terkait dengan meningkatkan investasi pada Pemerintah Kabupaten 

Buton Utara, maka Kabupaten Buton Utara memilih tema Peningkatan Investasi 

untuk menyelesaikan masalah-masalah sebagai berikut: 

1. Belum optimalnya pengumpulan data potensi dan peluang investasi 

Kabupaten Buton Utara, karena adanya wabah pandemi covid-19 dan 

minimnya data potensi dan peluang investasi pada perangkat daerah; 

2. Rendahnya kesadaran perusahaan PMA/PMDN untuk menyampaikan LKPM, 

karena kurangnya kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya pelaporan 

LKPM; 

3. Peningkatanjumlah PMA maupun PMDN belum maksimal disebabkan karena 

kondisi infrastruktur jalan, jembatan, pelabuhan dan bandara yang kurang 

mendukung untuk menyaman berinvestasi; 

4. Sulitnya mengetahui nilai realisasi investasi dan jumlah investor pada 

aplikasi Online Single Submission (OSS) karena adanya perubahan versi OSS 

yang menyulitkan pelaku usaha untuk mendaftarkan perusahaannya; 

5. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus perizinan karena adanya 

anggapan bahwa mengurus perizinan sulit dan berbelit-belit. 

dihadapi oleh masyarakat miskin setempat, dengan menghindari penyeragaman 

program. 



penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan memudahkan masyarakat untuk 

mendapatkan pelayanan publik berbasis elektronik maka Kabupaten Buton 

Utara menyediakan website https://butonutarakab.go.id/. Indeks SPBE tahun 

2022 sebagai tolak ukur Digitalisasi Pemerintahan, di Kabupaten Buton Utara 

memiliki nilai Indeks SPBE 2,02 menduduki peringkat 3 pada Provinsi Sulawesi 

Tenggara. Pemerintah Kabupaten Buton Utara dalam melakukan penerapan 

teknologi informasi yang menjadi mandatory pemerintah pusat di daerah, 

disamping itu guna percepatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan 

Kabupaten Buton Utara memiliki inovasi dengan memanfaatkan teknologi 

informasi untuk mendukung kinerja pemerintahan, sebagai berikut: 

1) OSS : untuk mengakses perijinan berusaha; 
2) SIPD-RI : untuk melaksanakan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan; 

3) LAPOR-SP4N : untuk pengaduan pelayanan publik; 
4) SIHARKA: untuk melaporkan harta kekayaan; 

Dalam rangka pemanfaatan teknologi informasi komunikasi, Pemerintah 

Kabupaten Buton Utara telah membuat Rancangan Peraturan Bupati tentang 

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dalam proses pemerintahan yang 

akuntabilitas transparasi, efektifitas, efisiensi, meningkatkan akan 

c. Digitalisasi Pemerintahan 

Berikut Capaian Indikator Kinerja menurut Urusan Kabupaten Buton 

Utara Tahun 2022: 

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Euton Utara tahun 2023. 

No. Uraian Satuan Capaian Keteranaan 
1 Total Nilai Realisasi lnvestasi (PMA Rupian 46,2M Mengalami peningkatan yang cukup siginifkat 

dan PMDN) dari tahun 2021. Hal ini disebabkan oleh 
adanya ketentuan kepada pelaku usaha yang 
wajib lkpm, jika tidak melakukan pelaporan 
ll(l)m akan di kenakan sanksi. 

2 Jumlah Investor (PMA dan PMDN) Investor 34 Sampai denngan saat ini, tidak ada PMA yang 
di Buotn Utara, semuanva PMDN 

3 Nilai Realisasi lnvestasi (PMA) Rupiah 0 Tidak ada investor pma yang masuk 

4 Nilai lnvestasi (PMDN) Rupiah 46,2 M Meningkat di karenakan sekarang ada aturan 
kalau pelaku usaha yang wajib lkpm tidak 
melakukan pelaporan lkpm akan di kenakan 
sanksi 

5 Jumlah Perizinan dan Nonperizinan Perizinan dan 395 Berdas.rkan izin daerah yang di keluari<an 
vana diterbitkan Nonperizinan selain deli NIB 

6 lzin Mendirikan Bangunan/ lzin 1 Yang rnengurus banyak tapi yang terbit hanya 
Persetuiuan Banounan Geduno satu dikarenakan perubahan dari IMB ke PBG 

7 lzin Reklame lzin 0 Tidak ada permohonan masuk 
8 Kartu Penoawasan lzin Travel< Kartu 0 Tidak ada izin travel< vano terbit 
9 Jumlah Investor PMA Investor 0 Tidak ada investor masuk 

10 Jumlah Investor PMDN Investor 34 - 
11 Dava serao tenaaa keria Orano - - 
12 Rasio Dava serao Tenaaa Keria % - - 
13 Jumlah Perusahaan yang rnemiliki Perusahaan 34 Berdasakan data dari sistem oss jumlah nin 

NIB yang tert>it Januari-desember 2022 
14 Jumlah Pelaku usaha yang telah Pelaku 870 Berdas.rkan data dari sistem oss jumlah nin 

rnemiliki izin sesuai ketentuan Usaha vana terbit Januari-desernber 2022 



c. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri 

Dalam rangka mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri pada 

belanja pemerintah maka diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 

2018 tentang Pemberdayaan Industri yang salah satunya mengatur tentang 

penggunaan produk dalam negeri. Kewajiban menggunakan produk dalam negeri 

belaku kepada lembaga Negara, kementerian, dan lembaga pemerintah lainnya. 

Kewajiban penggunaan produk dalam negeri sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 

20 tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

Berikut beberapa permasalahan yang dihadapi Kabupaten Buton Utara 

sehingga memilih tema Digitalisasi Pemerintahan sebagai Reformasi Birokrasi 

Tematik: 

1. Wilayah Kabupaten Buton Utara sebagian besar masih terdapat blankspot 
khususnya tempat wisata; 

2. Pelayanan kepada masyarakat terkait perkembangan dan pengunaan 

teknologi informasi dan komunikasi perlu ditingkatkan; 
3. Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian Base Transceiver Station 

(BTS); 

4. Kerjasama bidang informasi komunikasi yang dilaksanakan oleh Pemda 

dengan media massa masih perlu ditingkatkan; 

5. Belum optimalnya aplikasi pelayanan publik berbasis online terintegrasi; 
6. Konsistensi Operator/SDM Aplikasi masih kurang/sering berganti orang; 
7. Tingkat Keamanan Informasi yang masih rendah. 

untuk melaksanakan anggaran, / SIMDA BMD 
perbendaharaan, pelaporan dan aset; 

12) E-SAKIP Butur: untuk pelaporan kinerja (SAKIP) semua perangkat daerah. 

menigkatkan kualitas tata kelola barang dan jasa 

9) E-PURCHASING 

pemerin tah; 

10) E-SIRUP . untuk 

pemerintahan; 

11) SIMD A KEUANGAN 

5) SISKEUDES : untuk transparansi pengelolaan keuangan Pemerintah Desa; 

6) SiASN: untuk informasi kepegawaian; 
7) E-FORMASI : untuk mengetahui informasi kepegawaian dan jabatan yang 

dibutuhkan pada instansi terkait; 

8) E-CATALOG : untuk meningkatkan peran serta UMKM dalam pengadaan 

barang dan jasa Pemerintah; 

untuk transparansi pengadaan barang dan jasa 



d. Pengendalian Inflasi 

Dalam rangka pengendalian inflasi di Kabupaten Buton Utara, telah 

dibentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Buton Utara dengan 

Keputusan Bupati Buton Utara Nomor : 21 Tahun 2023 tentang Tim 

Pengendalian lnflasi Daerah Kabupaten Buton Utara. lndikator inflasi atau 

tingkat perkembangan harga menjadi salah satu komponen dalam 

menggambarkan kinerja perekonomian daerah. Perkembangan harga dari PDRB 

dapat tercermin dari perubahan indeks harga implisit. Peningkatan indeks 

implisit menunjukkan kenaikan harga barang dan jasa dan demikian pula 

se baliknya. 
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Daftar inventarisasi barang merupakan daftar capaian nilai TKDN untuk 

barang yang telah tersertifikat. Kementerian Perindustrian khususnya Pusat 

Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri membuat daftar inventarisasi 

barang yang telah mempunyai nilai TKDN dan dapat diakses dengan mudah 

pada website http: //tkdn.kemenprin.go.id. Menindaklanjuti arahan Presiden, 

maka setiap Pemerintah Daerah diminta memastikan kembali 40°/o realisasi 

belanja APBD untuk produk dalam negeri khususnya UMKM sehingga dapat 

meningkatkan perekonomian masyarakat. 

Pohon Kinerja Penggunaan Produk Dalam Negeri 
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Pohon Kerja Penanganan Inflasi 

Walaupun dengan data tersebut, optimisme tetap perlu ditumbuhkan, 

mengingat perekonomian domestik masih akan terus bergerak menjadi faktor 

penting dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buton Utara. 

Pada Tahun 2020 dari kelompok tradable, pelemahan yang tajam terjadi di 

semua lapangan usaha yaitu industri pengolahan khususnya pertanian, 

kehutanan dan perikanan serta pertambangan dan penggalian yang mengalami 

pertumbuhan negatif. Di pihak lain, melemahnya permintaan domestik dan 

melambatnya kinerja ekspor berdampak pada melemahnya pertumbuhan pada 

lapangan usaha non-tradables, antara lain pengadaan listrik dan gas, konstruksi, 

pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, perdagangan besar 

dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan, 

penyediaan akomodasi dan makan minum, jasa keuangan dan asuransi, real 

estate, jasa perusahaan, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan 

sosial wajib, jasa pendidikan, serta jasa lainnya. Salah satu dari kategori 

nontradable yang mengalami pertumbuhan secara positif adalah jasa kesehatan 

dan kegiatan sosial. 

Sumber : BPS Kah. Buton Utara 

URAIAN SA TUAN 2020 2021 2022 

Inflasi/IPH Persen 0.45 0.23 7.11 

Pada Tahun 2022 tercatat tingkat inflasi di Kabupaten Buton Utara 

mengiku ti inflasi Kota Bau bau dan Kota Kendari sebesar 7 .11 °/o (yoy) le bih 

rendah dari inflasi Provinsi Sulawesi Tenggara yang sebesar 7.39o/o (yoy). Berikut 

data inflasi Kabupaten Buton Utara tahun 2020- 2022. 
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Crosscutting Pengendalian lnflasi 



1. Inspektur Daerah 

2. Kepala Bappeda 

3. Kepala BKAD 

4. Kepala BKPSDM 

5. Kepala Dinas Kominfo 

: Kepala Bagian Organisasi Sekretaris 

Anggota 

II. Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi General : 

Ketua : Sekretaris Daerah 

Wakil Ketua : Asisten Administrasi Umum 

Agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat berjalan dengan baik, maka 

perlu dilakukan pengelolaan yang baik pula. Untuk itu perlu dibentuk tim yang 

berperan untuk melakukan pengelolaan Reformasi Birokrasi agar seluruh 

rencana aksi dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang telah 

ditentukan. Pada implementasinya setiap pelaksanaan Reformasi Birokrasi, 

peran koordinasi dilakukan oleh Sekretaris Daerah. Hal ini untuk memastikan 

bahwa program-program Reformasi Birokrasi telah dilaksanakan secara masif 

dan komprehensif oleh semua unit kerja. Sedangkan peran pemantauan dan 

evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di internal dilaksanakan oleh 

Inspektorat Daerah. 

Dalam rangka untuk memastikan kegiatan program serta pemantauan dan 

evaluasi atas implementasinya sesuai dengan yang diharapkan, maka dibentuk 

Tim Reformasi Birokrasi. Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Buton 

U tara terdiri dari Tim Pengarah Reformasi Birokrasi dan Tim Pelaksana 

Reformasi Birokrasi. Tim Pengarah Reformasi Birokrasi memiliki tugas 

memberikan arahan kepada tim pelaksana terkait kebijakan pelaksanaan 

Reformasi Birokrasi. Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi memiliki tugas 

melaksanakan kebijakan pelaksanaan, sosialisasi dan internalisasi, serta 

pemantauan dan evaluasi Reformasi Birokrasi. 

Susunan Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Buton Utara, 

terdiri dari : 

I. Tim Pengarah : 

Ketua : Bupati Buton Utara 

Wakil Ketua : Wakil Bupati Buton Utara 

4.1 Pelaksanaan Reformasi Birokasi 

BAB IV 
MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 

: Sekretaris Daerah 

: Para Staf Ahli Bupati dan Asisten Sekretaris Daerah 

Sekretaris 

Anggota 



Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan 

rencana, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul 

dan/ atau akan timbul untuk diambil tindakan sedini mungkin. Pemantauan 

pelaksanaan Reformasi Birokrasi dimaksudkan untuk memastikan bahwa Road 

4.2 Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi 

a. Tematik Pengentasan Kemiskinan : 

Bappeda, Dinas Sosial, Dinas PU-PR, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan 

Pangan. 

b. Tematik Peningkatan Investasi: 

Bappeda, DPM-PTSP, Dinas Perhubungan, Dinas PU-PR, Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan. 

c. Tematik Digitalisasi Administrasi Pemerintahan: 

Dinas Kominfo, Bappeda, BKAD, Inspektorat, Bagian Organisasi. 

d. Tematik Penanganan Stunting: 

Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas P2KB, Dinas PU-PR, Dinas Perumahan 

dan KP, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan 

e. Tematik Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri: 

Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja, Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan, UKPBJ. 

f. Tematik Pengendalian Inflasi : 

Dinas Perindag, Dinas Ketahanan Pangan, Bagian Ekonomi Setda. 

IV. Tim Evaluasi Kinerja Reformasi Birokrasi Kabupaten Buton Utara, 

beranggotakan: 

A. Ketua : Sekretaris Daerah 

B. Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah 

C.Anggota 

1. Inspektur Daerah; 

2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 

3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah; 

4. Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia; 

5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah 

6. Kepala Bagian Hukum 

III. Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Tematik : 

Ketua : Sekretaris Daerah 

Wakil Ketua : Asisten Administrasi Umum 

: Kepala Bagian Organisasi Sekretaris 

Anggota 

Bidang-Bidang : 



Map Reformasi Birokrasi dapat berjalan sesuai rencana, serta mengidentifikasi 

permasalahan yang ada untuk segera mungkin ditindaklanjuti. Pemantauan 

Reformasi Birokrasi dilakukan terhadap keseluruhan pelaksanaan kegiatan, baik 

pada tingkat Perangkat Daerah maupun tingkat Pemerintah Daerah. 

Pemantauan dilaksanakan antara lain dengan : 

1. Tingkat Perangkat Daerah 

a. Pertemuan ru tin yang dipimpin langsung oleh Kepala Perangkat Daerah 

untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian 

yang perlu dilakukan untuk merespon permasalahan atau perkembangan 

lingkungan strategis; 

b. Survei terhadap kepuasan masyarakat; 

c. Pengelolaan pengaduan; 

d. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan; 

e. Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi 

Birokrasi. 

2. Tingkat Pemerintah Daerah 

a. Pertemuan rutin mulai dari tingkat Tim Pengarah, Tim Pelaksana maupun 

kelompok kerja; 

b. Survei rutin terhadap kepuasan masyarakat; 

c. Pengelolaan pengaduan; 

d. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan; 

e. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi oleh masing­ 

masing kelompok kerja; 

f. Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi 

Birokrasi. 

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan, 

keluaran, dan hasil terhadap rencana dan standar. Evaluasi pelaksanaan 

Reformasi Birokrasi dilakukan untuk menilai kemajuan pelaksanaan Reformasi 

Birokrasi secara keseluruhan termasuk tindak lanjut hasil pemantauan yang 

dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan. Evaluasi Reformasi Birokrasi 

dilakukan melalui : 

1. Evaluasi dilakukan pada tingkat perangkat daerah, dilakukan secara 

menyeluruh terhadap seluruh prioritas yang telah ditetapkan; 

2. Evaluasi dilakukan pada tingkat Kelompok Kerja, dilakukan secara 

menyeluruh terhadap seluruh prioritas yang telah ditetapkan; 

3. Evaluasi dilakukan pada tingkat pemerintah daerah, dilakukan secara 

menyeluruh terhadap seluruh prioritas yang telah ditetapkan; 

4. Evaluasi terhadap dokumen perencanaan Reformasi Birokrasi yang telah 

disusun; 



5. Evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi. 

6. Evaluasi terhadap capaian atau kinerja terhadap target-target Reformasi 

Birokrasi yang telah ditetapkan; dan 

7. Tindak lanjut hasil evaluasi Reformasi Birokrasi. 

Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada 

Pemerintah Kabupaten Buton Utara dilakukan dengan berbagai cara, yaitu: 

1. Lunch Meeting, pemantauan ini dilakukan setiap bulan dengan membahas 

tentang capaian penyerapan anggaran, capaian target kinerja Perangkat 

Daerah, dan menguraikan strategi pemecahan masalah. 

2. Metode SPIP, metode ini digunakan untuk memperhitungkan faktor resiko 

program dan kegiatan Perangkat Daerah . Hasil dari metode SPIP ini diukur 

dari capaian maturitasnya. 

3. Menggunakan metode e-monev, metode ini digunakan untuk mengukur 

tingkat capaian organisasi dalam mencapai program dan kegiatan masing­ 

masing Perangkat Daerah melalui Aplikasi e-monev. 



BUTTI BUTON UTARA, 

~--­ 
<, 

MUHAMMAD RIDWAN ZAKARIAH 

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Buton Utara Tahun 

2020-2024 ini merupakan revisi atas Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah 

Kabupaten Buton Utara Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan dengan 

Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2021. Revisi Road Map RB ini disusun 

berdasarkan PermenPANRB Nomor 3 tahun 2023 sebagai perubahan atas 

PermenPANRB Nomor 25 tahun 2020 tentang Road Map RB Tahun 2020-2024 

yang di dalamnya memuat tentang Road Map RB General dan Road Map RB 

Tematik. 

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan Tematik ditujukan untuk 

menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat 

melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktik 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Kesuksesan Reformasi Birokrasi merupakan 

tanggung jawab segenap elemen pemerintahan, dan harus disadari serta 

dibangun bersama oleh seluruh jajaran dan stakeholders Pemerintah Kabupaten 

Buton Utara tanpa terkecuali. 

Tuntutan pelayanan prima dari segenap masyarakat menjadi pemicu 
percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi agar semakin adaptif dan 

lincah/ agile. Adanya pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dipilah secara 

tematik diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dan dirasakan manfaatnya 

kepada masyarakat secara lebih fokus. 

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka menciptakan kesuksesan 

Reformasi Birokrasi yang merupakan tanggung jawab segenap elemen 

pemerintahan, maka perlu membangun kesadaran dan komitmen bersama 

diantara seluruh elemen pemerintahan. 

BABV 
PENUTUP 



MandatRB Tmgklt Skala 
No. Sasaran Strategis Kegiatan Utama General Kepanhan Wabu Prioritas 

Nasional (lmpementasi (llendesal) (Total Skor) Rendall) 

A. MANDATORY 
T erciptanya Tata Kelola Pemerintahan 

SS.1. Digital yang Uncah, Kolaboralif, dan 
Akuntabe! 

T erimplementasikannya Kebijakan Penyedemanaan Birokrasi (Penyedelhanaan Stntt.- 
S.1. Penyedemanaan Birokrasi 1 Organisasl)'tranfonnasi orgri;asi beibasis kreja dan 10 2 10 22 

agile 

T erimplementasikannya kebijakan sistem Pelaksanaan Sistem Kerja Baru deogan model lleksi>el S.2. kerja baru dengan model flelcsiJel bagi 2 10 8 10 28 
pegawai ASN dengan Baik 

bagi Pegawai ASN 

S.3. Terirnplementasikannya Kebijakan 3 Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional 10 10 10 30 
Arsitektur SPBE Nasional 

T erirnplernentasikannya Sistern 
Perencanaan, Penganggaran dan 

S.4. lnforrnasi Kinerja yang T erintegrasi, 4 Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi 10 8 10 28 
Berbasis T eknologi lnformasi yang Pemerintah yang terintegrasi 
Mendorong Peningkatan Akuntabilitas 
Kinerja lnstansi Pernerintah 

5 
Pelaksanaan Pelayanan Pwlik Digital 10 10 10 30 

S.5. T erbangunnya Pelayanan Pwlik Digital 
(Digital Services) 

6 Pelaksanaan Pelayanan N>lik Prina 10 8 8 26 

7 Perrbangunan Zona lntegritas di unit kerja 10 10 10 30 

8 Penguatan implernentasi sistem peogeodalian intern 10 8 10 28 peme,intah (SPIP) 

S.6. Meningkatnya Kualitas Pengawasan 9 Penguatan Pengelolaan Pengaduan ~t 10 8 5 23 

10 Penguatan Upaya Penoegahan Kor\4)Si 10 10 10 30 

11 Penguatan K~itas APIP 10 10 10 30 

Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan 
12 PelaksanaanTataKelolaKebijakanPw~ 10 5 5 20 

S.7. Regulasi 
13 Pelaksanaan permentukan peratu'an perundang- 5 undangan 10 5 20 

14 Pelaksa11B!K"1 ~ ~ 10 10 10 30 Meningkatnya kuafitas pengelolaan ~ S.8. digital dan data statistik sek1oral 15 Pelaksanaoo data slatistik sektDral 10 10 10 30 

Meningkatnya kualitas peogadaan barang 16 Penguatan Pengadaan barang dan jasa pememtah 10 10 10 30 
S.9. dan jasa pemerintah, pengelolaan 

keuangan dan aset 17 Penguatan pengelolaan keuaogan dan aset 10 5 5 20 

SS.2. Budaya Birokrasi BerAKHLAK deogan 
ASN yang Profesional 

S.1. T erwujudnya percepatan transformasi 18 Penataan Jabatan Flll!JSional; 10 5 10 25 jabatan fungsional 

S.2. T erseleoggaranya rnanajernen talenta ASN 19 Pengualan Manajemen Talenta ASN 10 10 10 30 yang efektif dan efisien 

S.6. T eiwujudnya sistern kesejMteraan ASN 20 Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN; 10 10 10 30 yang adil, layak, dan beibasis kreja 

Meningkatnya kepatutm teff1adap sistern 21 Penguatan Sistem Merit 10 10 10 30 
S.7. merit dan sistern rnanajemen ASN 22 Pelaksanaan Core Values ASN 10 8 8 26 

FORM IDENTIFIKASI PRIORTT AS KEGIAT AN UT AMA DAI.AM RB GENERAL T AHUN 2023 
UNGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA 

LAMPIRAN II 
PERATURAN BUPATI 81.JTON UTARA 
NOMOR TAHUN 2023 
TENT ANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 18 TAHUN 2021 
TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN 
BUTON UTARA TAHUN 2020-2024 



MUHAMMAD RIDWAN ZAKARIAH 

BUPATI Bl!fON UTARA, 

lllndatRB Tmgkat Skala 
No. Sasaran Strategis Kegiat.an Utama General Keparahan Wlktu Prioritas 

Nasional (lmplementasi (llendeslk) (Total Skor) Rendah) 

B. INISIATIF DAERAH 

Meningkatkan Kinerja Pemerillah Daerah yang 10 6 10 26 1 Transparan, Akunlabel dan Responsifserta lnovatif 

2 Peoataan Keleni>agaan Perar9(81 Daerah 10 6 7 23 CJ>eranl>ingan OPD) 

J Meningkalkan p~ Slm>er Manusia yang 10 7 7 24 ooggul 

4 ~ Akses ~ Kefjadan Wrausaha S..U 10 10 8 28 

5 Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga, Pere111>uan dan 10 10 8 28 Perfindungan Anak 

6 Meningkatkan lkim lnvestasi dan lnrus1ri yang Kordlsil 10 10 10 30 111tuc ~ Kebeftvlgslllgan UsahaEkooomi 

Mengent>angkan Poteosi Kawasan T erpami dan 
7 Keleslarian Sll1i>er Daya Alam dan Li1gkungan Hi<q> 10 8 8 26 

yang Seimbang, lndah, 8ersih dan Nyaman 



lndlkator Keglatan Baseline Target Tahunan Unlt/Satuan Kerja Pelaksana 
No. Sasaran strategls Keglatan Utama Uta ma (2022) 2023 2024 Koordlnator Pelaksana 

A. MANDATORY 

SS.1. Terclptanya Tata Kelola Pemerlntahan Digital yang Llncah, Kolaboratlf, dan Akuntabel 

Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Tingkat lmplementasi Pemetaan Nomenklatur Jabatan lmplementasi Hasil Pemetaan 
S.1. Terimplementasikannya Kebijakan 1 Organisasi)/tranformasi organlsasl berbasls kinerja dan Penyederhanaan 90% berdasarkan Kepmen PANRB Nomor Nomenklatur Jabatan berdasarakan Bagi an Semua Unit Kerja Penyederhanaan Birokrasi agile Birokrasi 656 T ahun 2023 Kepmen PANRB Nomor 656 Tahun Organlsasl 

2023 
Terimplementasikannya kebijakan Tingkat lmplementasi 

S.2. sistem kerja baru dengan model 2 Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel Sistem kerja Baru dan 50% Penetapan Perbup Slstem Kerja lmplementasl Perbup Slstem Bagi an Semua Unit Kerja fleksibel bagi pegawal ASN bagl Pegawai ASN Fleksibllitas Bekerja ASN (90%) Kerja ASN (100%) Organlsasi 
dengan Baik Pegawal 

lndeks SPBE 2,02 3,00 3,20 Komlnfo Semua Unit Kerja 

S.3. Terimplementasikannya Kebijakan 3 Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional Tingkat lmplementasi Arsitektur SPBE Nasional Kebijakan Arsitektur NA Komlnfo Semua Unit Kerja 
SPBE*) 

Terimplementasikannya Sistem lndeks Perencanaan NA Bappeda Semua Unit Kerja Perencanaan, Penganggaran dan Pembangunan*) 
lnformasi Kinerja yang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi S.4. Terintegrasi, Berbasis Teknologi 4 Bappeda/ 
lnformasi yang Mendorong Pemerintah yang terintegrasi lnspektorat/ Nilai SAKIP 65,66 68,00 72,00 Semua Unit Kerja 
Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Bagi an 
lnstansi Pemerintah Organisasi 

MATRIKS ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI GENERAL LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2023 

LAMPIRAN III 
PERATURAN BUPATI BUTON UTARA 
NOMOR TAHUN 2023 
TENT ANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 18 TAHUN 2021 
TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA 
TAHUN 2020-2024 



lndlkator Keglatan Baseline Target Tahunan Unlt/Satuan Kerja Pelaksana 
No. Sasaran Strategls Keglatan Utama 

Utama (2022) 2023 2024 Koordlnator Pelaksana 

S.S. Terbangunnya Pelayanan Publlk 
Tlngkat lmplementasi DPM-PTSP/ 

Digital (Digital Services) Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital Penyusunan/penilaian kelayakan DUKCAPIU 
5 Kebijakan Transformasi NA - Semua Unit Kerja 

Digital MPP*) pembangunan MPP Bagi an 
Organlsasl 

lndeks Kepuasan 81,43 85,00 88,00 Bagi an Semua Unit Kerja Masyarakat Organlsasl 
lndeks Pelayanan 87,88 92,00 95,00 Bagi an PTSP, Dukcapil Publlk Ornanlsasi 

6 Pelaksanaan Pelayanan Publlk Prima Tlngkat Kepatuhan 66.28 70 (Hljau) 75 (Hljau) Bagi an Semua Unit Kerja Standar Pelayanan (Kuning) Organlsasl 

S.6. Meningkatnya Kualitas 7 Pembangunan Zona lntegritas di unit kerja Tingkat Keberhasilan NA Penetapan SK Bupati tentang WBK/WBBM lnspektorat Semua Unit Kerja Pengawasan Pembangunan 21 penunjukan OPD pelaksana 21 

8 Penguatan implementasi sistem pengendalian intern Tlngkat Maturitas SPIP Level2 Level2 Level2 lnspektorat Semua Unit Kerja pemerintah (SPIP) 
Tingkat tindaklanjut 

9 Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat pengaduan masyarakat 100% 100% 100% Komlnfo Semua Unit Kerja (LAPOR) yang sudah 
dlselesaikan 

Survel Penilaian 73,32 78,00 80,00 lnspektorat Semua Unit Kerja lntearitas 
Bappeda/BKAD/DPM 

D/DPM- 
MCP KPK 35% 60% 80% lnspektorat PTSP/BKPSDM/Bag. 

10 Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi Hukum/ Bagor/ 
UKPBJ 

Kepatuhan 100% 100% 100% lnspektorat Semua Unit Kerja Penyampaian LHKPN 

11 Penguatan Kapabilitas APIP Tingkat Kapabilitas Level2 Level3 Level3 lnspektorat Semua Unit Kerja APIP 

12 Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik lndeks Kualitas 0 40 60 Bappeda/ Bagian Semua Unit Kerja Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kebiiakan Hukum S.7. dan Regulasi Pelaksanaan pembentukan peraturan perundang- lndeks Reformasi 13 undanaan Hukum NA 60 75 Bagian Hukum Semua Unit Kerja 



lndlkator Keglatan Basellne Target Tahunan Unlt/Satuan Kerja Pelaksana 
No. Sasaran Strategls Keglatan Utama Utama (2022) 2023 2024 Koordlnator Pelaksana 

Tlngkat Dlgltallsasl u1nas 
14 Pelaksanaan Arslp Digital 0 0 30% Perpustakaan dan Semua Unit Kerja 

Menlngkatnya kualitas Arsip l(AA•AI""" 

S.8. pengelolaan arsip digital dan data Tlngkat Kematangan 
statistik sektoral 15 Pelaksanaan data statistik sektoral Penyelenggaraan 0 0 30 Komlnfo Semua Unit Kerja 

Statistik Sektoral 

16 Penguatan Pengadaan barang dan Jasa pemerintah lndeks Tata Kelola 44,80 70,00 75,00 UKPBJ Semua Unit Kerja Pengadaan 

Menlngkatnya kualltas pengadaan Oplnl BPK WTP WTP WTP BKAD/lnspektorat Semua Unit Kerja 
S.9. barang dan jasa pemerlntah, Tlndak Lanjut 

pengelolaan keuangan dan aset 17 Penguatan pengelolaan keuangan dan aset Rekomendasl BPK 60,56% 87,00% 89,00% lnspektorat Semua Unit Kerja 

lndeks Pengelolaan NA 0 0 BKAD Semua Unit Kerja Aset Daerah (IPAD) 

SS.2. Budaya Blrokrasl BerAKHLAK dengan ASN yang Profeslonal 

S.1. Terwujudnya percepatan 18 Penataan Jabatan Fungslonal; transformasi iabatan funaslonal 
Terselenggaranya manajemen 

S.2. talenta ASN yang efektif dan 19 Penguatan Manajemen Talenta ASN 
eflslen lndeks Sistem Merit 0 100 200 BKPSDM/Baglan Semua Unit Kerja 
Terwujudnya slstem Organlsasl 

$.6. kesejahteraan ASN yang adil, 20 Pengelolaan Klnerja Pegawai ASN; 
lavak, dan berbasis klnerla 

Meningkatnya kepatuhan terhadap 21 Penguatan Slstem Merit 

S.7. slstem merit dan sistem 01.rv/o 

manajemen ASN 22 Pelaksanaan Core Values ASN lndeks BerAKHLAK (Cukup 75% (Sehat) 80% (Sehat) Bagi an Semua Unit Kerja 
Se hat) Organlsasl 

B. INISIATIF INST ANSI 
a 

1 
Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah yang lndeks Reformasi 57,67 82 88 lnspektorat/ Semua Unit Kerja Transparan, Akuntabel dan Responslf serta lnovatif Birokrasi Bagor/ Bappeda 

2 
Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah (perampingan Tingkat Kematangan 300PD 320PD 340PD Bagi an Semua Unit Kerja 
OPD) Perangkat Daerah Organisasi 



BUPATI BUTON UTARA, 
r- 

/ ~ 
MUHAMMAD RIDWAN ZAKARIAH 

lndlkator Keglatan Basellne Target Tahunan Unlt/Satuan Kerja Pelaksana 
No. Sasaran Strategls Keglatan Utama utama (2022) 2023 2024 Koordlnator Pelaksana 

3 Meningkatkan Pembangunan Sumber Manusia yang lndeks Pembangunan 69 70 71 Bappeda/ Dlnkes/ Semua Unit Kerja unggul Manusla Dlknas 

4 Memperluas Akses Lapangan Kerja dan Wlrausaha Baru Angka Kemlsklnan 14,26 13 12,5 Bappeda/ Dlnsos Semua Unit Kerja 

Tlngkat Pengangguran 3% 2,50% 2% Dlnas Koperasl Semua Unit Kerja Terbuka (TPT) 

5 Menlngkatkan Kesejahteraan Keluarga, Perempuan dan lndeks Pembangunan 92,82 93,5 94,5 DPPPA Semua Unit Kerja Perllndungan Anak Gender 

6 Menlngkatkan lkllm lnvestasl dan lndustrl yang Konduslf Pertumbuhan Ekonoml 4,08% 5% 6% DPM-PTSP Semua Unit Kerja untuk Menjamlm Keberlangsungan UsahaEkonomi 

Mengembangkan Potensl Kawasan Terpadu dan lndeks Kualltas 
7 Kelestarian Sumber Daya Alam dan Llngkungan Hidup Llngkungan Hldup 74,44 75 78 DLH Semua Unit Kerja 

yang Selmbang, lndah, Bersih dan Nyaman (IKLH) 



Target Rencana Aktl Output Target Ptnytlt11lan Jumlah Angg1r1n Unlt/Satuan Kerja Pel1k1an1 R11ll111I Capalan Reallaatl Anggaran lndlkator Tahunan No. Sasaran Strategis Keglatan Utama Keglatan Utama 
(2023) (2023) Satuan lndlkator TW1 TW2 TW3 TW4 Total (Rp.) Koordlnator Ptl1kt1n1 TW1 TW2 TW3 TW4 (%) (Rp) 

SS.1. Terclptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Llncah, Kolaboratif, dan Akuntabtl 

Penyederhenean Pemetean 
Nomenklatur Blrokresi Tingkat Jebetan Terimplementesikennya (Penyederhenean T erleksenenye soslelisesi 

S.1. Kebijakan Penyederhanean 1 Struktur lmplementasi berdeserkan Soslelisesl Permenpan Jumlah peserte Permenpen 656 Tahun 0 0 0 80 org 80 org 0 Beg. Organlsesl Seluruh 0 0 0 80 100% 0 
Birokresl Orgenisesl)ltrenforme Penyederheneen Kepmen 656 Tehun 2023 2023 Unit Kerja 

Birokresi PANRB si organises! berbesls Nomor656 klnerje den agile Tahun 2023 

Aslstensl Penyusunen Terleksenanye Aslstensl 
Penyusunen dok.Anjeb/ABK/Peta Jumleh OPD/Unlt dok.Anjeb/ABK/Pete Seluruh Jebetan/Evjeb sesuel Kerja yang Jebeten/Evjab sesuei 0 0 100PD 280PD 380PD 0 Beg. Organlsasl UnitKerje 0 0 0 0 0% 0 

Permenpen 656 T ahun diesistensi Permenpen 656 Tehun 2023 2023 

Penyusunen Draft Perbup Tersusunye Draft Perbup Seluruh Anjeb/ABKI Peta Draft Perbup Anjab/ABKI Peta 0 0 0 1 1 0 Beg. Orgenisesi Unit Kerje 0 0 0 0 0% 0 
Jebetan/Evjeb Jebetan/Evjeb 

BKPSDM, 

Terimplementasikannya Tingkat Bappeda, 
Pelaksanaan Sistem Penetapan BKAD, kebijakan sistem kerja baru Kerje Baru dengan lmplementasi Perbup Sistem 1. Penyusunan Tim Kerja Ditetapkannya SK Tim lnspektoret S.2. dengan model fleksibel 2 model fleksibel bagi Sistem kerja Baru KerjaASN Penyusunen Perbup SK Tim Kerja Kerja Penyusunan Perbup 0 0 0 1 1 0 Setda • Beg. 0 0 0 1 100% 0 

bagi pegawai ASN dengan Pegawai ASN dan Fleksibilitas (90%) Sistem Kerja ASN. Sistem Kerja ASN Organisasi Baik Bekerja Pegawai • Beg. 
Hukum 

FORM PENYUSUNAN RENCANA AKSI ATAS KEGIATAN UTAMA RB GENERAL TAHUN 2023 

TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA 
TAHUN 2020-2024 

LAMPIRAN IV 
PERATURAN BUPATI BUTON UTARA 

TAHUN 2023 NOMOR 
TENT ANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 18 TAHUN 2021 



Target Rtncana Ak1I Output Target Ptnytlesalan Jumlah Anggal'ln Unlt/Satu1n Kerja Pelaksana Reali1ul Capaian Rtall111I Anggal'ln lndlkator Tahunan No. Saaaran Strategi1 Keglatan Utlma Keglatan Utama 
(2023) (2023) s.tu•n lndlkator TW1 TW2 TW3 TW4 Total (Rp.) Koordlnetor Ptlaksan1 TW1 TW2 TW3 TW4 (%) (Rp) 

BKPSDM, 
Bappeda, 

BKAD, 
2. Peny\lsunan Dreft Jumlah Perbup Terausunya Dreft Perbup 0 0 0 1 1 0 Setda lnspektorat 0 0 0 1 100% 0 Perbup Slatem Kerja ASN Siatem Kerja ASN • Bag. 

Organlaasl 
' Bag. 
Hukum 

lndeks SPBE 3 Penyuaunan Raperbup e- Jumleh Perbup Terausunnya Draft Perbup 0 1 0 0 1 0 Dina, Komlnfo Seluruh 0 0 0 1 100% 0 Gov E-Gov Unit Kerja 

T erlmplementesikannya Pelaksenean 
S.3. Kebljakan Arsltektur SPBE 3 Arsltektur SPBE Tlngkat 

Nasional Nasional lmplementesl 0 0 Dlnas Komlnfo Seluruh 0 Kebljakan Unit Kerja 
Arsltektur SPBE') 

Peleksaneen Slatem lndeks T erlmplemenlllslkannya AkuntBbilitae Klnerje Perencanean 0 0 Bappeda Seluruh 0 0 Sistem Perencanean, lnstensl Pemerlnteh Unit Kerja 
Pengenggnn den yeng terintegrasi Pembengunan') 
lnformaal Kinerja yang 

S.4. Terlntegrasl, Berbasis 4 
Teknologi lnformasl yang 1. Pendamplngan T erlaksananye Seluruh Mendorong Penlngkatan NilelSAKIP 68 Penguaten SAKIP oleh Jumlah peserte Pendamplngan Penguaten 0 0 40 org 0 0 100.000.000 Beglan Organisesl Unit Kerja 0 0 40 0 113% 100.000.000 
Akuntebllltas Kine~a Kemenpan; SAKIP 
lnstensl Pemerinteh 

2. Pengembengan Jumleh Apllkasi T erbengunnya apllkasl E· 0 0 0 1 1 95.000.000 Baglen Organlsasi SmertlD 0 0 0 1 100% 95.000.000 Aplikasl E·SAKIP SAKIP Butur 

Jumleh OPD yang 
3. Sosialiaasi den bimtek tel ah Terimplementasikannye Seluruh penggunaan Apllkasi E· mengimplementes penggunean apllkasi e· 0 0 28 10 38 15.000.000 Baglan Organisesi Unit Kerja 0 0 28 10 100% 15.000.000 
SAKIP ikan E-SAKIP SAKIP Butur 

Butur 

4. Melekukan reviu den Terlaksenanye reviu Bappeda.' Begor/ Seluruh penjenjanganlcasceding Dokumen penjenjengan kinerja 0 0 1 0 1 I nspektorat UnltKerje 0 0 1 0 100% 
kinerje semueOPD 



Target 
Renc1na Akel Output T1rget PenyeltNlan Jumlah Anggaran UnltlS1tu1n Kerja Pelaksan• Realisatl C1p1i1n Reall,ul Anggaran lndlkator T1hun1n No. SaNran Strategi, Keglatan Utama Kegl1t1n Utama 

(2023) (2023) Satuan lndlkltor TW1 TW2 TW3 TW4 Total (Rp.) Koordlnator PtllkNnl TW1 TW2 TW3 TW4 (%) (Rp) 

5. Melaksanakan Bimtek 
penyusunan dokumen Jumlah peserta Blmtek perencana OPD 0 60 0 0 60 100.000.000 Bappeda Seluruh 0 60 0 0 100% 100.000.000 perenceneen kepada UnitKerja 
aeluruh perencana OPD 

Tlngkat 
lmplementasl DPM· Seluruh Kebijakan 0 PTSP/DukcaplVBa Unit Kerja 0 
Transformasl gor 
Digital MPP') 

lndeks Kepuasen Pendamplngan Jumlah OPD yang T erlaksananya Seluruh Pelaksaneen Masyerakat 85,00 Pelaksaneen SKM peda dldemplngl pendamplngan 12 14 12 0 38 Baglan Organlaasi UnitKerja 0 
Pelayanan Publlk aemuaOPD pelaksanaan sKM 5 Digital 

1. Soalallsasl evaluasl Terlaksananya Dlnaoa, 
RSUO den 

Terbangunnye Pelayenan pelayanan publlk pada Jumlah peaerta pendampingan pelayanan 0 40 0 0 40 Baglan Organlaasl Kee. 
S.S. Publlk Digital (Digital OPD locus pub Ilk Kulla usu 

Services) lndeks Pelayanan 92,00 Pub Ilk 
2. Pendamplngan dan T erlaksananya Dinsos, 

Jumlah OPD lokua RSUO den avaluasi pelayanan publik yang dldamplngl pendampingan pelayanan 0 3 0 0 3 Bagian Organiaasi Kee. pads OPD locus publik Kuliausu 

Dlnsos/ 
Diknas/ 

Pelaksanaan Tlngkat Kepatuhan Pendamplngan, PTSP 
6 Pelayanan Publik Stander 70 (Hljau) pembinaan dan evaluasi Jumlah OPD OPD lokus penilalan 0 6 0 0 6 Bagian Orgenisasi /DukceplV 0 6 0 0 100% 0 

Prima Pelayanan OPD lokus penllalan PKMWd. 
Buri/PKM 
Kulisusu 

Penetapan SK 
Tingkat Bupati tentang Jumlah OPD yang T erselenggaran soslallsasl Seluruh Keberhasilan penunjukan a. Sosialisasi ZI mengikutl ZI 0 0 0 38 38 lnspektorat Unit Kerja 0 0 0 38 38 
Pembangunan ZI OPD sosialisasi ZI 

7 Pembangunan Zona pelaksana ZI 
lntegritas di unit kerja 

b. Penetapan OPO Jumlah OPD yang 
Terbitnya SK Seluruh ditetapkan 0 0 0 10 10 I nspektorat 0 0 0 10 10 pelaksana ZI pelaksana ZI PenetapanPelaksana ZI Unit Kerja 



lndlkator 
Target 

Rtnc1n1 Aksl Output T 11get Penyel111i1n Jumlah Anggaran Unit/Saluan KtrJa Pelakllna Reallaasl C1p1i1n Rt1ll111I Anggaran 
No. Sa11r1n Strategl1 Keglatan Utlma Tahunan 

Keglatan Utlma 
(2023) (2023) Satuan lndlkator TW1 TW2 TW3 TW4 Total (Rp.) Koordlnator Pelakllna TW1 TW2 TW3 TW4 (%) (Rp) 

a. Melakukan Review 
Penjebaran I Cascading 

Penguatan kinerja Illas 
ketidakselarasan antar 

e lmplementaal alatem Tlngkat Maturitaa Level 2 level perencanean, antar Dokumen Revlu Terlaksananye revlu 0 1 1 0 2 lnspektorat Seluruh 0 1 1 0 2 pengendalian Intern SPIP lndlkator dan entar target Cascading klnerja cascading klnerja UnltKerJa 
pemer!ntah (SPIP) klnerja pada perencanaan 

strategla pemerlnteh 
deerah 

b. Melakukan aoalellsasl Adenya pemaheman tentang slstem Seluruh 
manajemen lnformesl Jumlah peserte OPDIASN tentang alatem 0 0 60 0 60 lnspektorat Unit Kerja 0 0 60 0 60 
reslko manajemen reslko 

c. Membuat Risk Register Dokumen Risk Adenya Risk Reglater per 0 0 1 0 1 lnspektorat Seluruh 0 0 1 0 1 Register OPD/Unit Kerja Unit Kerja 

Tlngkat 

Penguatan tindaklanjut Soslalisesl eplikasl Terlaksenanya soalalisesl 
Pengelolean pengaduan LAPOR-SP4N ke seluruh LAPOR-SP4N pada Seluruh 9 Pengaduan mesyerakat 100% des&'kelurahan di Buton Jumlah Desa desa/kelurahen di Buton 0 0 3 3 6 Komlnfol Begor Unit Kerja 0 0 3 3 6 
Masyerekat (LAPOR) yang Utara Utara sudah 

dlselesalkan 

a. Sosialiaesl tentang Adanye Pemahahan ASN 

10 Penguatan Upaya Survel Penllslsn 78,00 pentingnya melekuken Jumlsh peaerta tentang survel penllalan 0 100 0 0 100 lnspektorat Seluruh 0 100 0 0 100 
S.6. Meningkatnya Kuelites Pencegahan Korupsl lntegritas SPI dengan motto 'barani integritas pade aeluruh Un~ Kerja 

Pengewsssn mengisi hablsl korupsl' OPD 

b. Melekuksn penllalan adanya transparansi terhadap transperansi 
integritas deism Jumlah OPD yang lntegritas dalam 0 10 10 18 38 lnspektorat Seluruh 0 10 10 18 38 dinilai pelaksanaan tugss pads UnitKerjs pelaksansan tugas pads seluruh OPD OPD yang bersangkutan 



Target Renc1n1 Aktl Output Target Penyeletalan Jumlah Anggaran UnltlSatuan Ktrja Pelaktana Realltasl Capaian Realltatl Anggaran lndlkator Tahunan No. Sataran Strategi, Keglatan Utam1 Kegl1t1n Utam1 
(2023) (2023) Satuan lndlkator TW1 TW2 TW3 TW4 Total (Rp.) Koordlnltor Pelaktana TW1 TW2 TW3 TW4 (%) (Rp) 

c, Membuet banner yang 
menginformasl tenteng Jumlah bennerSPI link penglslen Survel banner informasl suMI 10 20 40 30 100 lnspektmt Seluruh 10 20 40 30 100 penllalan lntegrltu atau yang penllelan lntegrltaa Unit Kerje 
memlndal barcode dlsebarlunkan 

dltempet leyanan publlk 

a. Melakukan !'IIPat 
koordinasl dangan CPD lnspektorat 
dalam rangke pemenuhan Jumlah CPD yang CPD mampu menylapken /Bappedi,J 
dokumen MCP KPK capalen BKAO/BK 

MCP KPK 60% pemenuhan kelengkapan dokumen 0 2 4 2 8 lnspektmt PSDMIOP 0 0 0 0 0 
dokumen MCP di sesual permlnteen MCP MD/PTSP/ 
ates 60% KPK Begor/UK 

PBJ 

b. APIP melakukan audit Audit Kinerja pada lnspektorat klnerja pada pengadaan Dokumen pengedeen Bnng den 2 4 6 8 20 lnspektorat /UKPBJ 2 4 0 8 12 
barang den Jase Jna 

Penekanan kepada 

KepallJhan pejabet Wajlb LHKPN 
berupa aanksl Soslallsasl Penyempalan Seluruh Penyampalan 100% pemotongan TPP yenng Jumlah LHKPN 150 0 0 0 150 lnspektoret UnitKerje 150 0 0 0 150 

LHKPN dltuangken delam Perbup 
TPP 

a. Menglmplementeslkan Jumlah 
11 Penguatan Kapabilitas Tlngket Level 3 lnfrastruktur PK APIP lnfresulruktur PK lnfrestuktur PK APIP 0 0 1 0 1 lnspektmt Seluruh 0 0 1 0 1 APIP Kapabllitas APIP APIP Unit Kerja 

b. Memutakhlrkan peta 
auditn den menggunekan 
risk register yang teleh 
disusun OPD sebagai 
salah setu desar 
pertimbangan dalam data peta euditan den risk Seluruh penyusunan Perencenean Jumlah Dokumen register di CPD 0 0 0 1 1 lnspektoret Unit Kerja 0 0 0 1 1 
Pengawasan Berbasis 
reslko 

L__ 



Target 
Renc1n1 Aktl Output Target Peny1le11l1n Jumlah Anggaran Unlt/S1tu1n Ktrja Pelaktan• Realiusl C1pai1n R11ll111I Anggaran 

No. Sasaran Strattgls Keglatan Utllma 
lndlkator Tahunan 

Keglatan ut1m1 
(2023) (2023) Saluan lndlkttor TW1 TW2 TW3 TW4 Total (Rp.) Koordlnator Pelaksana TW1 TW2 TW3 TW4 (%) (Rp) 

c. Melakaeneken audit 
kinerja secere 
berkelanjuten etas 
program atrlllegls daerah Jumlah Dokumen Dokumen Audit klnerja 0 0 0 1 1 lnspektoret Seluruh 0 0 0 1 1 
yang memillkl residua/ Audit kinerje UnltKerja 
risk tinggl 

Peleksenaen Tete lndeks Kualltas Seluruh 12 Kelola Kebijaken Kebljaken 40 0 UnitKerJa 0 
Publik 

S.7. Menlngkatnye Kueiita, 
Kebljekan dan Regulasl Peleksenean 

13 pembentukan lndeka Reformaal 60 0 Seluruh 0 pereturan perundang· Hukum UnltKerja 
undengan 

1. Sosiellaesl Terlaksenanye soelallsesl Dinn Seluruh Permendegrl 83 tahun Jumlah peserte Permendagri 83 Tehun 0 0 0 60 60 Perpustakun den Unit Kerja 0 0 0 60 60 
Peleksenaan Arslp Tlngket Dlgitallml 2022. 2022 Kearslpen 

14 Digital Arslp 0 

2. Sosiallaesl den Blmtek Terlaksananya soalallsnl Dlnas Seluruh Menlngkatnye kualltas aplikesl Srlkendl Jumlah peaerte den blmtek aplikasl 0 0 0 60 60 Perpustakun den Unit Kerja 0 0 0 60 60 
S.S. pengelolun erslp digital Srlkendi Keerslpen 

den data statistik sektoral 

Tlngkat 

15 Pelaksanaan date Kemlllengan 0 0 Seluruh 0 statistik sektorel Penyelenggeraan UnitKerja 
Statistlk Sektoral 

Penguetan Pengadaen lndeks Tata Kelola Blmtek pengelolaan E- terlakesananya Seluruh 16 barang dan Jase Pengadaan 70 purcasing Jumlah Peserte pengelolaan e-purcaslng 0 0 0 60 60 UKPBJ Unit Kerje 0 0 0 0 0 
pemerintah sesual stander 

Peningkaten kompetensi 
pejabat pengelola Jumlah JF PBJ T erpenuhinya kebutuhan 6 2 3 3 14 442.188.000,00 UKPBJ Seluruh 4 0 0 0 4 286.761.260,00 
Pengadaen bnng dan JF PBJ UnitKerja 
jasa 

Peningketan Kemetangan jumlah indikator terpenuhinya data dukung 13 13 13 13 52 UKPBJ Seluruh 0 0 0 0 0 UKPBj yang terpenuhi kematangan UKPBJ Unit Kerja 



Target Rencana Akll Output Target Penyelesalan Jumlah Anggaran Unlt/Satuan Kerja Pelaksana R111i111l Capalan Rt1ll111I Anggaran lndlkator Tahunan No. Sasaran Strategls Keglatan Utama 
Keglatan Utama 

(2023) (2023) Saluan lndlkator TW1 TW2 TW3 TW4 Tot1I (Rp.) Koordln1tor Pel1k11n1 TW1 TW2 TW3 TW4 (%) (Rp) 

menyusun LKPJ tepat 
waktu berbasls data Rapa! penyusunan dan 

Oplnl BPK WTP kinerje sehingge velidesl Jumlah peserte pembehasen materi LK P J 0 60 0 60 120 BKAD/lnspektorat Seluruh 0 60 0 60 120 data LKPJ dapat yang disusun oleh semua Unit Kerja 
memenuhl stander OPO 
kuelltas yang leblh balk 

Meningkatnye kualitas menlndaklanjutl 
penged88/l bareng dan rekomendasi BPK terkelt 

S.9. jase pemerintah, pemeriksaan LK P J 
pengelolaan keuangan den seen berkela dan Rapa! tindeklenjut 
aset memonitor tlngket rekomendesl BPK etas Seluruh 

penyeleselan Jumlah peserta LKPJ tahun sebelumnya 0 60 0 60 120 BKAD/lnspektoret Unit Kerja 0 60 0 60 120 
rekomendasl yang dengen semue OPD 

Penguaten diberlken melelul repel· 
17 pengelolaan keuengan rapet koordlnasl dengan 

den eset seluruh OPO 

Melaksanaken repel 
koordinasi dengan Rapa! tindeklanjut 

Tindak Lanjut 87,00% seluruh OPO terkelt yang Jumlah peserta rekomendasl BPK atas 0 60 0 60 120 lnspektorat Seluruh 0 60 0 60 120 Rekomendesl BPK menjadi rekomendesl LKPJ tahun sebelumnye Unit Kerje 
BPK etas peleporan tahun dengen semue OPO 
tahun sebelumnye 

lndeks Seluruh Pengelolaan Aset 0 0 Unit Kerja 0 
Deereh (IPAO) 

SS.2. Budaya Blrokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional 

Melaksanakan T erlaksananya T erwujudnya percepatan Penataan Jebatan Pengengketen PNS Jumleh JF yang pengusulen Jabatan Seluruh S.1. trensformasi Jabatan 18 Fungslonal; delam JF Ahli Muda disetarakan Fungsional melalui Unit Kerja fungsional Melelui Jalur Penyetaraan penyetaraan jabatan Jabatan 

T erselenggaranya Penguatan Memetakan ASN Bu1ur Jumlah ASN yang terlaksenanya Talent Pool Seluruh S.2. manajemen talenta ASN 19 Manejemen Talenta yang potensial untuk akan ikut talent di Lingkungan Pemerintah Unit Kerja yang efektif dan efisien ASN lndeks Sistem 100 mengikuti Talent Pool pool Kab. Buton Utara 0 0 0 150 150 149.808.000 BKPSDM/Bagian 0 0 0 80 0 Merit Organisasi 



MUHAMMAD RIDWAN ZAKARIAH 

BUPATI BUTON UTARA, 

Target 
Rtncana Akal Output Target Penytlt1alan Jumlah Anggaran Unlt/Satuan Ktrja Pelaktana Rt11i111I Capaian Rtallsasl Anggaran lndlkator Tahunan No. Sanran Strategi, Keglatan utama Ktglatan Utama 

(2023) (2023) s.tuan lndlkator TW1 TW2 TW3 TW4 Total (Rp.) Koordlnator PtlakNna TW1 TW2 TW3 TW4 (o/,) (Rp) 

T erwujudnya sistem Sosialisasi den bimtek Terlaksananya Soaialiaesl kesejahteraan ASN yang Pengelolaan Klnerja Seluruh 
S.6. adil, layek, den berbasis 20 Pegawei ASN; penggunaan Aplikasl E· Jumlah peserte den Blmtek Apllkesl E· UnltKerja 

klnerja Klnerje Kinerje 

21 Penguatan Slstam Melaklenllkan Penllalan Nilal Slatem Merit Terlek111n11nnya Penllalen Seluruh 
Merit mendlri Slstem Merit mendlri Slstem Merit Unit Kerja 

Melaksanaken kegleten 

Menlngkatnye kepatuhan lnternallaesl Core Values 
ASN BerAKHLAK dan 8.7. terhadep slstem merit den Employer Branding ASN T erselenggernya keg Iatan slstem manajemen ASN Pel11ks11n1111n Core lndeks Bangga Melayenl Bangae internelisesl core values Seluruh 22 ValuesASN BerAKHLAK 75% (Sehat) serte Pengueten Agen Jumlah peserte ASN BerAKHLAK den EB 0 0 0 100 100 O Beglen Orgenlaesl UnltKerje 0 0 0 0 0 

Perubahan Reformaal ASN 
Blrokrasl di Llngkungan 
Pemerinteh Kiib. Buton 
lJtll'8 



/~ 
MUHAMMAD RIDWAN ZAKARlAH 

BUPATI BUTON UTARA, 
r 

lndlkator 
Batellne Target 

No Tema Suaran Tematlk Koordlnator Pelak11n1 2022 2023 2024 

1 KEM I SKI NAN Menurunnya angka kemlsklnan Angka Kemlsklnan, lndeks kedalaman 
14.26% (9450 Jlwa) 13,00% 12,50% Bappeda/Dlnas Soslal Seluruh Unit Kerja (P1) dan keparahan kemlsklnan (P2 

Reallsasl lnvestasl (Jumlah PMDN dan 
2 INVESTASI Menlngkatnya nilal lnvestasl daerah PMA) 24.12 M Rp. 15.6 M Rp.15.8 M Dlnas PM-PTSP Seluruh Unit Kerja 

3 INFLASI Menurunnya tlngkat lnflasl daerah Tlngkat lnflasl (YoY) Dlnas Perlndag Seluruh Unit Kerja 

Menlngkatnya kualltas tata kelola Perlngkat keterbukaan lnformasl bagl 4 DIGITALISASI PEMERINTAHAN pemerlntahan berbasls teknologi informasl badan publik Dlnas Komlnfo Seluruh Unit Kerja 
dan komunlkasl 

5 STUNTING Menurunnya angka stunting Persentase penurunan angka stunting 20,70% 20% Dlnas P2KB Seluruh Unit Kerja 

6 Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Meningkatnya penggunaan produk dalam Realisasi PDN 89% 90% 95% Dlnas Koperasl Seluruh Unit Kerja (P3DN) negeri 

Format Matriks Roadmap RB Tematik 

LAMPIRAN V 
PERATURAN BUPATI BUTON UTARA 
NOMOR TAHUN 2023 
TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 18 TAHUN 2021 
TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA 
TAHUN 2020-2024 



Output Target Unlt/Satuan Ktrja Rtafltul Rtaflutl 
No. Terna Ptrm111l1h1n 

6111r1n lndlkator Ttrget Rtncana Ak11 Jeni, Keglatan Jumlah Ptlakaana % Angg1t1n {bottltntck) 
Saluan lndlkator TWI TWII TWiii TWIV Total 

Aktl*) Angg1r1n (Rp) 
Koordln1to1 P1laka1n1 TWI TWII TWiii TWIV Total 

capalan (Rp.) 

1 PENANGGULANGA Menlngketnya Menurunnya Angke Angke kemlsklnan Penlngkaten 
N KEMISKINAN kemiskinan angka Kemlakinen, pade tehun 2023 Kemempuan Potensl Jumlah Lembaga 

kemisklnan lndeks mengalaml Sumber keaejahteraan 
kedelamen (P1) penurunan yeitu Keaejahteraen Sosial Jumlah soslel yang Seluruh Unit 
dan keparehan aebesar 4, 12%. Kelembagaan lembege menlngkat 0 0 5 0 5 Terkalt 36.748.000 Dines Soalal Kerja 0% 
kemlskinan (P2 Mesynkat TKSK kapasltesnya 

Kewenengan kewenengen 
Kabupaten/Kote kabupatenikote 

Jumlah Orang 
yang 
mendapatken 
pemenuhan 

Penyediaan kebutuhan Seluruh Unit 100 100 
Permekanan Orang permakenan 0 0 100 0 100 Terkel! 25.000.000 Dines Soslal Kerja 

. . 
Orang Orang 100% 25.000.000 

sesuel dengan 
stendar glzl 
minimal 
kewenangan 
kabu/kota 
Jumlah orang 
yang menerima 
pakaian den 
kelengkapan 100 Seluruh Unit 100 100 Penyedian Sandang Orang lalnya yang 0 100 0 0 Orang Terkalt 36.040.000 Dines Soslal Ke~a Orang Orang 100% 25.000.000 
tersedia deism 1 
tehun 
kewenangan 
kab/kota 

~·--- 

FORM RENCANAAKSI RB TEMATIK KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2023 

TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA 
TAHUN 2020-2024 

LAMPIRANVI 
PERATURAN BUPATI BUTON UTARA 

TAHUN 2023 NO MOR 
TENT ANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 18 TAHUN 2021 



Output Target Unit/Saluan Kerja 
Reallnsi R111i111i Permaaal1han Jtnl1 Kegiatln Jumlah Pel1kaan1 'lo No. Terna (bottltneck) 6111t1n lndlkator Target R1ncan1 Akal Akal') Angg111n (Rp) c1p1l1n Angg1r1n 

Satu1n lndlkator TWI TWII TWiii TWIV Total Koordlnator P1l1ka1n1 TWI TWII TWiii TWIV Toti! (Rp.) 

Jumlah orang 
yang 
mendapatkan Alat 

Penyedlaan Alat Orang Bantu, dan Alat 0 20 0 0 20 Terkait 53.190.000 DinasSoslal Seluruh Unit 20 20 100% 39.950.000 BantlJ Bantu Peraga Orang Orang Kerja Orang Orang 
sesual kebutuhan 
kewenangan 
kab/kote 
Jumlah orang 
yang 

Pemberlan mendapatkan 

Pelayanan Orang Pelayanan 0 0 0 0 0 Terkait 10.050.000 Dines Soalal Seluruh Unit 0% Reunlflkasl Orang Kerja 
. 

Reunl11knl Keluerga Keluarga 
kewenangan 
kab/kote 
Jumlah orang 
yang 

Pemberlan Leyanan mendaplltken Seluruh Unit 
Dete den Pengaduan Leyanan dete den 0 0 0 0 0 Terkait 17.013.000 Dines Soslal Kerja 

. . 0% 
Pengaduan 
kewenangen 
kab/kote 
Jumlah orang 

Penyedlan Jiwa yang 0 0 0 0 0 Terkait 9.600.000 Dines Soslal Seluruh Unit 0% Permakanan mendapatkan Orang Kerja 
. 

bantuan makanan 
Jumlah orang 
yang 

Pemberlan Akses ke mendapatkan 75 Seluruh Unit Leyanan Pendldlkan Orang Leyanan dete den 0 10 30 35 Orang Terkait 28.545.000 Dinas Soslal Karja 0% 
dan Keseheten Daser Pengaduan 

kewenangan 
kab/kota 

Pendataan Fakir Jumlah DTKS 
Miskin Cakupan Orang yang di verifikasi 0 4500 0 0 4500 Terkait 150.000.000 Dines Soslal Seluruh Unit 4500 4500 100% 75.685.000 Daerah dan valldasl Orang Kerja 

. 
Orang Orang 

Kabupaten/Kota (Rutin) 
Pengelolaan Deta 
Fakir Miskin Cakupan Orang Jumlah 0 21 0 0 21 Terkait 50.280.000 Dines Soslal Seluruh Unit 0% Daerah Pendamping PKH Orang orang Kerja 
Kabupaten/Kota 



Output Target Unit/S1tuan Kerja Reallsasi Rt11i111l Permu1l1h1n Jeni, K1gl1tan Jumlah Pel1kun1 % No. Tema 
(bottltntck) Sanran lndlk1tor Target Rtnc1n1 Ak,I Ak1I') Angg1ran (Rp) ca pa Ian Anggaran 

Saiuan lndlkator TWI TWII TWiii TWIV Total Koordlnator Ptlak11n1 TWI TWII TWiii TWIV Total (Rp.) 

Jum1an orang 
yang 
mendapatkan 

Fasllltasl Bantuan bentuen 20 Unit Seluruh Unit Pengembangen Unitdan Set pengembangan 0 0 20 Unit 4Set den 4 Terkait 281.650.000 Dines Soslal Kerja 
. . . 0% 

Ekonoml Masyarakat ekonoml Set 
masyarakat 
kewenagan 
ltohlltn+a 

Jumlah orang 
yang 
mendapatkan 
permakenen 3x1 200 Seluruh Unit Penyedlaan Makanan Oreng harl dalam mesa 0 100 100 0 Oreng Terkait 140.052.500 Dines Soslal Kerja 100 100 50% 22.800.000 
tenggap derurat 
(pengungslan) 
kewenangen 
kab/kota 

Penyedlaan Tempat Jumlah tempat 

Penampungan Unit pengungslan 0 3 0 0 3Unlt Terkel! 18.600.000 Dines Soslal Seluruh Unit 0% kewenangen Kerja Pengungal k11h/Knt11 

Pengelolaan Persentase 
Pelayanen lbu Dines Seluruh Unit Peleyanan persen Hamll sesuel 25 25 25 25 100 Terkelt 1.398.868.000 Kesehatan Kerja 25% 25% 25% 0 75% 75% 

Kesehetan lbu Hamil stander 

Pengelolaan Persentase 
Peleyanan Pelayanen lbu 25 25 25 25 100 Terkalt 230.370.000 Dines Seluruh Unit 25% 25% 25% 0 75% 75% Kesehetan lbu persen Bersalln sesual Kesehatan Kerja 
Bersalln stander 

Pengelolaan Persentase 
Pelayanan Pelayanan Beyi 25 25 25 25 100 Terkeit 240.144.000 Dines Seluruh Unit 25% 25% 25% 0 75% 75% Kesehetan Beyi Beru persen Beru Lehir sesuai Kesehatan Karja 
Lahir stander 

Pengelolaan Persentase Dines Seluruh Unit Peleyanan persen Pelayanen Belita 25 25 25 25 100 Terkeit 524.555.000 Kesehatan Kerja 25% 25% 25% 0 75% 75% 
Kesehatan Belita sesuel stander 

Persentase 
Pengelolaan Pelayenan 
Pelayenen Kesehaten pada 25 25 25 25 100 Terkeit 202.375.600 Dines Seluruh Unit 25% 25% 25% 0 75% 75% Kesehaten pada Usia persen Usia Pendidikan Kesehatan Kerja 
Pendidiken Dasar Dasar sesuai 

stander 



Output Target Unit/Satuan Kerja 
R1all111i Reallsati 

No. Terna P1rmu1fahan s .. ar,n lndlkltor Terget Rtnc1n1 Akal Jtnlt Kegiat1n Jumlah Pelaksana % 
{botti.ntck) Akar) Anggaran (Rp) ca pa Ian Anggaran 

S1tu1n lndlkltor TWI TWII TWiii TWIV Total Koordln1tor Ptl1kt1n1 TWI TWII TWiii TWIV Total (Rp.) 

Pengelolaan Persentase 

Peleyanan pelayanen Dines Seluruh Unit 
Keaeheten pada Usia persen kesehaten begl 25 25 25 25 100 Terkalt 169.138.500 Keseheten Kerje 25% 25% 25% 0 75% 75% 

Produktlf usle produktif 
seauel stander 

Pengelolaan Persentase 
Pelayenen Peleyanen persen Kesehatan peda 25 25 25 25 100 Terkalt 122.308.000 Dines Seluruh Unit 25% 25% 25% 0% 75% 75% Keaeheten pade Usla Usla Lanjut Kesehetan Kerja 

Lanjut Sesual stander 

Persentase 
Pengelolaan Pelayenen 
Peleyanan Kesehetan 25 25 25 25 100 Terkalt 99.028.600 Dines Seluruh Unit 25% 25% 25% 0 75% 75% Keaeheten Penderite persen Penderlta Kesehaten Kerja 
Hipertenal Hlpertensl Sesuel 

Stander 
Persentase 

Pengelolaan Pelayenen 
Peleyanen Kesehaten 25 25 25 25 100 Terkalt 22.622.000 Dines Seluruh Unit 25% 25% 25% 0 75% 75% Keaeheten Penderite persen Penderite Keseheten Kerje 
Diebetea Melltua Diabetes Melltus 

Sesuel Stander 

Pengelolean Persentase 

Peleyenen Pelayanan 

Keaeheten Orang Keaeheten 25 25 25 25 100 Terkalt 115.470.000 Dines Seluruh Unit 25% 25% 25% 0 75% 75% persen Penderlta ODGJ Kesehatan Kerja dengen Gengguen 
Jiwe Beret Beret Sesual 

Stander 

Persentase 
Pengelolaan Pelayanan 
Pelayanan Keaehatan orang 25 25 25 25 100 Terkelt 101.491.500 Dines Seluruh Unit 8% 12% 13% 0 33% 33% Keseheten Orang persen terduga Kesehatan Kerja 
Terduga Tuberkulosis Tuberculosis Paru 

Sesual Stander 

Pengelolaan Persentase 
Pelayanan Pelayanan Dines Seluruh Unit Kesehatan Orang persen Kesehatan orang 25 25 25 25 100 Terkeit 62.184.500 Kesehatan Kerje 25% 25% 25% 0 75% 75% 
dengan Risiko beresiko terinfeksi 
T erinfeksi HIV HIV 



Output Target Unlt/Satuan Kerja 
R11ll111I R11llsasl Ptrmualahan Jeni, Keglatan Jumlah Pelak11n1 % No. Tern, 

{bottleneck) S111ran lndlkator Target R1nc1n1 Akal Akal") Anggaran (Rp) capal1n Angg1ran 
S1tu1n lndlkator TWI TWII TWiii TWIV Total Koordln1tor P1l1k11na TWI TWII TWiii TWIV Total (Rp.) 

Pengelolaan 
Peleyanan Persentase Dese 50 50 Terkelt 438.729.700 Dines Seluruh Unit 0 0 50 0 50% 100% Kesehatan persen STBM Kesehatan Kerje 
Llngkungen 
Pengelolaan Jumlah Kegletan Pelayanen Jumleh GerakenAnti 1 1 Terkeit 31.000.000 Dines Seluruh Unit 0 1 0 0 1 100% Kesehatan Jiwa den Narkobe Kesehatan Kerje 
NAPZA 

Pelayenan Angka Kesakitl!n Kesehatan Penyaklt Jumlah Malaria per 15 30 35 20 100 Terkel! 2.091.416.092 Dines Seluruh Unit 15 30 35 20 100 100% Menular den Tldek 1.000 Penduduk Kesehetan Kerja 
Menuler 

Pengelolaan Jamlnan Persentase 
penerime Dines Seluruh Unit Kesehatan persen Jamlnen 25 25 25 25 100 Terkelt 19.759.983.201 Kesehatan Kerje 25% 25% 25% 0 75% 75% 

Mesyarekat Kesehatan 

Pembengunen 
Penjang Jaringan Seluruh Unit Jaringan lrigasl Km 0 0 0 1 1 Terkelt 995.447.635 Dinas PUPR 0 0 0 1 1 100% 543. 142.635 

Permukaan irlgasl Kerja 

Pembangunen SPAM 
Jaringan Perpipaan SR Panjang jaringan 0 0 300 328 628 Terkelt 758. 781.725 Dines PUPR Seluruh Unit 0 0 0 300 300 48% 48.681.725 di Kawasan perpiaen Kerja 
Perdesaan 
Perluesan SPAM Jumlah 
Jeringan Perdesaan SR sambungan 0 0 1401 0 1401 Terkeit 9.901.559.000 Dines PUPR Seluruh Unit 0 0 0 400 400 29% i~ ~1111 r\l r\1 ~111~ r~ r\1 

rum ah Kerje 

Pembengunen/Penye 
Jumlah diaan Sub Sistem Seluruh Unit 

Pengolahan SR sambungen 0 0 467 0 467 Terkelt 6.270.516.000 Dines PUPR Kerja 0 0 0 200 200 43% NIJ,Vl'NHHHN 
Setempat rumeh 

ldentifikasi 
Perumahan di Lokasi 
Rewan Bencana atau dokumen jumlah dokumen 1 1 2 Terkalt 60.000.000 Dines Seluruh Unit 2 2 100% 50.000.000 Terkena Relokasi database Peru mah an Kerja 
Program 
Kabupaten/Kota 

ldentifikasl Lehan- jumlah lokasi Lehan Potensial lokasi pembangunan 1 1 1 3 Terkalt 9.600.000 Dines Seluruh Unit 1 1 2 67% 3.600.000 sebagai Lokasi Perumahan Kerja 
Relokasi Perumahan perumahan 



Output Target 
Unlt/Satuan Kerja 

Reallsasl Reall111I 
No. Tema P1rm11al1h1n Sau ran lndlkator Target Rencana Akal Jeni• Kegiatan Jumlah Pelakeana % Anggaran (bottlt11tck) 

Satuan lndlkator TWI TWII TWiii TWIV Total 
Aksl') Anggar1n (Rp) 

Koordln1tor P1l1ksan1 TWI TWII TWiii TWIV Tot1I 
capalan (Rp.) 

Rehebilltasi Rumeh unit Jumleh unit 5 5 Terkel! 250.000.000 Dines Seluruh Unit 5 5 100% bagl Korben Bencena terbengun Perumahan Kerja 

Survel den 
Penetapan Lokesl dokumen Jumleh dokumen 2 2 Terkeit 15.000.000 Dines Seluruh Unit 1 1 50% 5.000.000 Perumehen den datebese Perumehen Kerja 
Permuklman Kumuh 

Penyusunen 
Rencana 
Pencegehen den Jumlah dokumen Dines Seluruh Unit Penlngkatan Kuelltas dokumen Llngkumgan 2 2 Terkelt 140.000.000 Perumahan Kerje 1 1 50% 70.000.000 
Perumehen Kumuh 
dan Permuklman 
Kumuh 

Perbalken RTLH 
untuk Pencegehen 
Terhedap Tumbuh 
den Berkembengnya unit jumleh unit rumeh 101 101 Terkeit 2.104.195.000 Dines Seluruh Unit 101 100% 5.000.000 Permuklmen Kumuh terbangun Perumahan Kerja 
di Luer Kewasen 
Kumuh dengen Lues 
di Bawah 1 O He 

Penyediean 
Preserene, Serene 
den Utilltas Umum di unit jumleh unit PSU 20 20 23 63 Terkelt 8.932.07 4.594 Dines Seluruh Unit 30 30 60 95% MM,•IJJUA'h'.'.'.V Perumehen untuk terbangun Perumehen Kerja 
menunjeng fungsi 
hunien 

Penyediean Temonitoringnnye Dines Seluruh Unit lnfrestruktur Unit Lumbung Pangan 2 2 2 2 8 Terkeit 37.702.000 Ketehenen Kerje 0 2 4 6 75% 34.852.800 
Lumbung Pangan Mesyareket Pangan 

Penyedlean Termonltoringnye 
lnfrestruktur lnfrastruktur Dines Seluruh Unit Pendukung Unit Pendukung 5 5 5 5 20 Terkait 27.780.000 Ketehanen Kerja 2 5 6 12 60% 25.266.900 
Kemandirian Pangan Kemandirian Pangan 
Lainnya Pangan 



Output Target 
Unit/Saluan Kerja Reallsasl Realisasi 

Permasalahan Jeni, Kegiatan Jumlah Pelaksana 'I, No. Terna (bottltneck) Sasaran lndlkator Target Rencana Ak1I Ak1i") Anggaran (Rp) capalan Anggaran 
Saluan lndlkator TWI TWII TWiii TWIV Total Koordlnator Pelaktana TWI TWII TWiii TWIV Total (Rp.) 

Penyusunen 
Rencana dan Peta Tesusunnya Dines Jelen Kebutuhan Dokumen Dokumen Slstim 1 1 Terkait 24.940.000 Ketahenen Seluruh Unit 0 0 0 0 15.991.800 lnfrastruktur Kewespedeen Pangan Kerje 
Pendukung Pangan den Glzi 
Kemendlrlen Pangan 

Pengedeen Tesediennya 
Cedengen Pangan Cadangan Dines Seluruh Unit Pemerintah Ton Pangan 5 5 Terkait 113.520.000 Ketahenan Kerja 0 0 0 0 33.104.000 
Kabupaten/Kota Pemerlntah Pangan 

Kebupeten 
Pemberdeyaan Jumlah Kelompok Masyerekat delam Sosiallsasl Dines Penganekerageman Kelompok Pemanfaatan 2 2 4 Terkait 70.790.000 Ketahanan Seluruh Unit 0 2 2 4 100% 67.300.000 Konsumsl Pangan Lehan Pangan Kerja 
Barbasis Sumber 
Deya Lokal Pekarengan 

Penyusunan, Tersusunnya 
Pemutakhlren den Dokumen Peta Din as Seluruh Unit Anelisls Peta Dokumen Kerawanan Den 1 1 Terkeit 37.284.000 Ketahanan Kerja 0 0 0 0 0 36.729.000 
Ketahanen den Ketahanen Pangan 
Kerentanan Pangan Pangan 

449.963.000 
Pengedeen Behen Jumlah kelompok 2 2 Bangunen den 4Unit masyarekat Kelomp Kelomp 2 Klpk 2 Klpk 100% Konstruksl berupe trensmlgrasi yang ok ok mesln pompa Alkon dlberikan bantuan 

Bantuan Behan Baku Jumlah kelompok (Kecang Kedelai) masyarakat 1 1 
UMK Produksi 1670 Kg trensmigresi yang Kelomp Kelomp 2 Klpk 2 Klpk 100% 

Makanan Tahu den ok ok 
Tempe diberikan bantuan 

Pengedaan Pupuk An Jumlah kelompok 4 4 Organik NPK untuk 9520 Kg masyarakat Kelomp Kelomp 2 Klpk 2 Klpk 100% diserahkan kepada transmigresi yang ok ok 450.762.200 Dines 
masyarakat diberikan bantuan Transmigrasi 



Output Target Unlt/S1tu1n Kerj1 Reallsul Rt11i111I 
No. Tema Perm11al1h1n 6111r1n lndlkltor Target Renc1n1 Ak,I Jeni, Kegi1t1n Jumlah Pelaknn1 % Anggaran (bottltntek) 

S1tu1n lndlkator TWI TWII TWiii TWIV Total 
Akll") Angg1ran (Rp) 

Koordlnator Pel1knn1 TWI TWII TWiii TWrJ Total 
c1p1l1n (Rp.) 

Bantuan Kapade 
Masyereket berupa 

Behan Baku Jumlah kelompok 1 1 (Pengrajin Tes 1 Peket masyaraket Kelomp Kelomp 2 Klpk 2 Klpk 100% Jlnjlng) UMK transmlgrasl yang 
Produksl Kerejlnen dlberlklln bentuen ok ok 

Tes Jlnjlng den 
ll-••l•an 

Bantuan Netura den Jumlah kelompok 2 2 
Paklln·Pekan Paken 6071 Kg masyaraket Kelomp Kelomp 2 Klpk 2 Klpk 100% trllnsmlgrasl yang Ternak Ayam dlberlken bentuen ok ok 

2 PENANGANAN Nllei lnflesl yang Menurunnya Tlngkat lnflesl Penurunan target Rp 275.360.000 Tim 110.000.000 
INFLASI cukup tinggl tingket lnflesl (YoY) pengendallan lnflasV 1. Menyelenggaraken Pengendall 

sehlngge perlu daerah IPH. Oparasl Pesar Jumlah lnflesl Daerah 
dlturunken menjelang Bulan Operas I T erlaksananye 10P 10P 70P 90P Terkeit (TPID), Dines Seluruh Untt 1 1 • 1 30P 33% puase, herl raye ldul Peser Operaal Paser Perindeg dan Kerja 

fitrl, Netel, tahun baru Dines 
dan liburan sekolah. Ketapang 

2.Pelakaanaan Sldak Tim 
Paser Pemantauan Jumlah T erlaksananya Pengendall Seluruh Untt 
Harga Behen Pokok Sidak Pesar Sldak Pesar 3SP 3SP 3SP 3SP 12 SP Terkeit lnflasl Daerah Kerja 3 2. 5 kell 42% 

di Pesar (TPID), Dines 
IP.,;.~ •• ~-- 

T erlaksananye Rp 8.000.000 Tim 4.000.000 
3.Repet Koordlnasl Jumlah Rapet-rapet Pengendali Seluruh Unit Pengendallan lnflesl Rap at 1 Rapet 1 Rapa1 1 Rapat 1 Rapat 4 Terkeit lnflasi Daereh Kerja 1 1 • 2 kell 50% 
Daerah penengenen 

lnflesl (TPID), Dines 
3 DIGITALISASI Rendehnye Meningketnya Perlngkat Perlngkat 3 terbalk 1. Kegleten 

PEMERINTAHAN cepeian kualltes tata keterbukaan di level Provlnsi Pembuetan e • Jumlah dan Publlkasi 
keterbukaan kelola pemerlnta lnformasi bagi Buletin/Majalah/ frekuensi elektronlk 
informesi Baden han berbasis baden publik Tabloid Pemerintah terbit Buletin/Majeleh/ 3 3 5 5 16 Terkait Dines Seluruh Unit 0 0 0 0 0 0 . 
Publlk teknologl Buletir.'Maje Tabloid SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD Komlnfo Kerja 

informasi den leh/T ebloid Pemerlntah 
komunlkasl Pemerintah 

4 PENANGANAN Tingginye engka Menurunnye Persentase Pembegian BKB 
STUNTING stunting angka stunting penurunan 20 ,09% Stutlng di Desa Kegiatan 27 Desai Kel 0 0 100% 0 100% Terkait 360.000.000 Dines P2KB Bidang 100% 100% 88,04 316.926.000 

angka stunting Lokus Lokus Stunting KB/KS 

Pendampingan Calin Bidang Orang 487 Calin 25% 25% 25% 25% 100% Terkait 303.600.000 Dines P2KB KB/KS 0% 30% 30% 60% 19,88 60.366.000 



Output T1rget Unit161tu1n Kerja 
R111iu1i R11llml 

No. Tema Perma11l1h1n 6111ran lndlkltor Target Rencana Akal Jeni, Kegiatan Jumlah Pel1k11n1 'I, 
(botti.ntcl{) Akal') Anggaran (Rp) capalan Angg111n 

Saluan lndlkltor TWI TWII TWiii TWIV Total Koordlnator P1l1k11n1 TWI TWII TWiii TWIV Total (Rp.) 

Pendamplngan Bagi 276Tim 
Belita, Beduta yang Pendemplng Bldeng Stunting den lbu Orang Keiuerga 25% 25% 25% 25% 100% Terkeit 276.000.000 Dines P2KB 0% 27% 30% 57% 20,69 57.100.000 
Hamil Yg Beresiko Meiekukan KB/KS 
Stunting Pendamplngen 
Pembuetan etau Pelaksanaan 
Peraktek DASYAT di Kegiaten Kegletan di 19 23% 25% 27% 25% 100% Terkeit 665.000.000 Dines P2KB Bidang 0% 25% 30% 55% 39,71 264.100.000 
Desa Kempung KB Delduk 

Rape!· Rapet TPPS 
Keglatan 1 KelVTehun 1 1 Terkait 120.000.000 Dines P2KB Seluruh Unit 1 100% 41,35 49.620.000 Kerja 

Melakuka Audit den 
Dealmlnesl Knus Tim Audit 
Stuting di Desa Kegiatan 2 KelVTehun 50% 50% 100% Terkalt 80.000.000 Dines P2KB Kesus 50% 50% 48,77 39.019.730 
Lokus Stunting 

Minlok di Tlngket 
Keglaten 6 Kecametan 50% 50% 100% Terkeit 78.000.000 Dines P2KB Seluruh Unit 50% 50% 44,93 Kecemetan Kerja 35.045.000 

lbu hem ii K urang Persentase lbu 
Energl Kronlk (KEK) hemll KEK yang Dines Seluruh Unit yang mendapetken % menerlma 20 25 25 15 85 Terkelt 561.037.000 Kesehatan Kerja 38 73,58 85,29 85,29 85% 52.964.624 
tambehen nupan tambahan asupan 
gizl glzl 

Persentase ibu 
lbu hamil yang hamli yeng 
mengonsumsl Tablet mengonsumsi 
Tambah Darah (TTD) 

% 
Tablet Tembah 20 20 25 20 85 Terkait Dines Seluruh Unit 29 40,66 51,69 51,69 51,69 minimal 90 tablet Derah (TTD) Kesehatan Kerja 

selama mesa mlnlmal 90 tablet 
kehamlian selama mesa 

kehamilan 
Persentase 

Remaja putrl yang remaja putrl yang Dines Seluruh Unit mengonsumsl Tablet % mengonsumsl 15 20 20 20 75 Terkait Kesehetan Kerja 5,04 6,7 0 6,7 6,7 
Tambah Darah (TTD) Tablet Tembah 

Dnh(TTD) 

Beyi usla kurang deli Persentase bayi 

6 bulan mendapat Air usia kureng dirl 6 Dines Seluruh Unit 
Susu lbu (ASI) % bulan mendapat 15 20 25 15 75 Terkeit Kesehaten Kerje 58 48,74 45,78 45,78 45,78 

Air Susu lbu (ASI) eksklus~ eksklusif 



Output Target Unlt/Satuan Kerja Reall111I R11ll111i 
No. Terna Permasalahan S111ran lndlkator Target Renc1n1 Akel Jenls Keglatan Jumlah Pelaksana 'I, Anggaran (bottlt11tek) 

Satuan lndlkator TWI TWII TWiii TWIV Total 
Akal') Anggaran (Rp) 

Koordlnator P1lak11n1 TWI TWII TWiii TWIV Total 
capal1n (Rp.) 

Persentase enek 
Anak usle 6-23 bulan usla 6-23 bulan 
yang mendepat yang mendepat Dines Seluruh Unit Makanan % Mekenan 15 20 20 15 70 Terkelt Kesehaten Kerja 54 86 81,66 81,66 81,66 
Pendamping Air Pendemplng Air 
Susu lbu (MP-ASI) Susu lbu (MP· 

ASI) 

Anek berusle di Persentase enek 

baweh lime tahun berusia di bawah 

(balita) gizi buruk llma tahun (balita) Dines Seluruh Unit 
yang mendepat % gizi buruk yang 20 27 25 15 87 Terkelt 172.775.000 Kesehatan Kerja 100 100 87,5 87,5 87,5 61.590.000 

mendepat peleyanan tata pelayenan tata laksena gizl buruk laksana glzl buruk 

Persentase enek 
Anek berusla di berusie di baweh 
baweh llma tahun llma tahun (ballta) Dines Seluruh Unit (balita) yang dipantau % yang dipentau 20 20 20 20 80 Terkeit 305.151.000 Kesehatan Kerja 72,09 72,46 76,18 76,18 76,18 131.710.000 
pertumbuhen den pertumbuhan den 
perkembengennye perkembangenny 

e 

Anak berusla di Jumlah anak 

bewah lime tahun berusia di bawah 

(balita) gizi kurang llma tahun (balita) Dines Seluruh Unit 
yang mendepat % gizl kurang yang 20 20 25 20 85 Terkalt 605.227.000 Kesehatan Kerja 71 58,12 52,21 52,21 91.430.624 

tambahen esupan mendepat 

glzl tambahan asupen 
gizi 

Anak berusia di Persentase enak 
bawah lime tahun berusia di bawah 
(balita) yang % lime tahun (ballta) 25 25 25 25 100 Terkait 441.700.200 Dines Seluruh Unit 19,8 41,7 65,5 65% 170.110.000 memperoleh yang memperoleh Kesehaten Kerja 
imunisasi deser imunisasl dasar 
lengkep lengkep 

Jumlah T erlaksananya Pelaksanaa 
n Gerakan Pelaksanaan Dines Seluruh Unit Pelaksanaan Geraka Cegah Gerakan Cegah 0 0 Terkalt 61.400.000 Kesehatan Kerja 0 2 100% 58.730.000 

Stunting den Stunting den Aksi 

Aksi Bergizi Bergizi 



persentese rumah Pekerjeen CV. NUR 
SR tengge dengen 50% 50% 100% Terkait 1.160.500.000 Umum den JAYA 50% 50% 100% 62% 290.125.000 ekses air mlnum Penetaen MANDIRI layak Rueng 

Pengembengen 
Dines Jerlngan Distribusl persentese rumah 

dan Sambungan tengga dengen Pekerjeen CV. VIOLA 
Rumah SPAM Dese SR akses air mlnum 50% 50% 100% 811.300.000 Umumdan JAYA 50% 50% 100% 100% 202.825.000 
Waode Buri Kee. layak Penetaan 
Kulisusu Utera Ruang 

Pengembangan 
Dines Jeringan Distribusi persentese rumah Pekerjeen dan Sambungan tengga dengan CV. ZIADAH 

Rumah SPAM Desa SR ekses air mlnum 50% 50% 100% 394.200.000 Umum dan ME KAR 50% 50% 100% 100% 98.550.000 
Lauki Kee. Kulisusu layak Penetaan 

Beret Ruang 

Pengembengan 
Jeringan Dlstribusi persentese rumah Din as 
dan Sambungan Pekerjaan 
Rumah SPAM Desa SR tengga dengan 50% 50% 100% 573.900.000 Umum dan CV. ILHAM 50% 50% 100% 100% 143.475.000 
Langere Kee. ekses air minum Penataen PRAT AMA 

Bonegunu layak Ruang 

Pengembangan 
Jaringan Distribusi persentese rumah Din as 
den Sambungan Pekerjaan 
Rumah SPAM Desa SR tengga dengan 50% 50% 100% 354.600.000 Umum dan CV. NADHIF 50% 50% 100% 100% 88.650.000 
Koboruno Kee. akses air minum Penetaan AMANAH 
Bonegunu layak Ruang 

Pengembangan Dines Jeringan Distribusi persentese rumah Pekerjaan 
den Sambungan SR tengga dengan 50% 50% 100% 1.360.000.000 Umum den CV.LIPU 50% 50% 100% 100% 340.000.000 
RumahSPAM akses air minum Penataan INDO 
Kelurahan Lakonea layak Ruang 

Output Target Unlt!Satuan Kerja 
Realisasl Reallsasi Permasal1h1n J1nl1 Keglatan Jumlah Pelaksana 'lo No. Tema (bottleneck) Sa11ran lndlkator Tuget Reno1n1 Akal Akal') Anggaran (Rp) c1p1lan Anggaran 

Saluan lndlkator TWI TWII TWiii TWIV Total Koordlnator P1lak1ana TWI TWII TWiii TWIV Total (Rp.) 

Melaksanaken Terlaksananya 
Kegieten Bimbingan Bimbingan 
Perkawlnan tingket Perkawinan 
Kabupeten dengen tingkat Kebupeten Kementerian Kantor 
salah setu Meter! Kegietan dengan salah saw Terkeit Rp. 13.340.000 Agama Kabupeten/K 100% 13.340.000 
Penurunan serte Materl Penurunen ote 
Pencegehan Stunting serte Pencegahen 

Stunting 



Output Target Unit/Saluan Kerj1 
Reallnsi Reallnsl Permu1lah1n Jeni, Kegiatan Jumlah Pelakeana o/o No. Tem1 (bottltMCk) s, .. ran lndikator Target Rencana Akal Akal') Angglran (Rp) capaian Anggaran 

Satuan lndlkator TWI TWII TWiii TWIV Tot1I Koordlnator P1t1kean1 TWI TWII TWiii TWIV Tot1I (Rp.) 

Pengembengen 
Jaringan Distribusi 

Dines dan Sembungan persentase rumah Pekerjean CV.AYUF Rumah SPAM Dese 
SR tengge dengen 50% 50% 100% 889.500.000 Umum dan ELEKTRIKA 50% 50% 100% 100% 222.375.000 Banubanua Jaya ekses air mlnum Peneteen L Kee. Kullsuau layak Rueng 

Pengembangen 
Jerlngan Dlatrlbual persentase rumah Dines CV. den Sambungan Pekerjaen 
Rumah SPAM Dase SR tengge dengen 50% 50% 100% 1.010.867.000 Umum den BANGUN 50% 50% 100% 100% 252.716.750 
Llnaowu Kee. akaes air mlnum Penetaan SA RANA 

Kulla usu layek Rueng PERK ASA 

Pengembangan 
Jarlngan Dlatrlbual persentase rumah Dines 
den Sambungan Pekerjaen 
Rumah SPAM Cesa SR tengge dengan 50% 50% 100% 1.653.200.000 Umumdan CV.AISH 50% 50% 100% 100% 413.300.000 
Pongkowulu Kee. ekaes air mlnum Peneteen ARSHIYA 

Kambowa layak Rueng 

Pembengunen 
Tangkl Septik Sakala 

Dines Individual Perdesean persentase rumah Pekerjaen Minimal 50 KK Desa 
SR tangga dengan 50% 50% 100% 600.000.000 Umum dan KSM 50% 50% 100% 100% 150.000.000 Buranga Kee. ekses senitasi Peneteen BURANGA 

Bonegunu layek Ruang 

Pembangunan 
Tangkl Septik Sakala 
lndlvlduel Perdesean Dines 
Minimel 50 KK Desa persentase rumah Pekerjeen 
Damal Leborone Kee. SR tengga dengan 50% 50% 100% 1.044.000.000 Umum dan KSMPASIR 50% 50% 100% 100% 261.000.000 
Bonegunu ekses sanitasi Peneteen PUTIH 

layek Rueng 

Pembengunen 
T angki Septik Sakala 
Individual Perdesean Dines 
Minimal 50 KK Desa persentase rumah Pekerjean KSM 
Lamoehi Kee. SR tengga dengan 50% 50% 100% 660.000.000 Umumdan PESISIR 50% 50% 100% 100% 165.000.000 
Kulisusu Utera akses sanitesi Penatean INDAH layak Ruang 



Output Target 
Unit/Saluan Kerja R11l11asi Reallaasi 

No. Tema Ptrm11al1han 
SIHfln lndlkator T1rget Renc1n1 Akel 

Jeni, Kegiatan Jumlah Pel1kHn1 % Anggaran (botti.neck) 
Saluan lndlkator TWI TWII TWiii TWIV Total 

Aktl") Anggaran (Rp) 
Koordln1tor Pel1k11na TWI TWII TWiii TWIV Total 

capalan (Rp.) 

Pembengunen 
Tangki Septik Sakala 

Dines Individual Perdeseen persentase rumah Pekerjaan Minimal 50 KK Dese tangge dengen KSM 
Llnsowu Kee. SR ekses senltasl 50% 50% 100% 756.000.000 Umum dan LINSOWU 50% 50% 100% 100% 189.000.000 
Kulisusu layek Penetaen 

Rueng 

Pembengunan 
Tangkl Septik Sekale 

Dines lndlvlduel Perdeseen persentase rumah 
Minimal 50 KK Dese tangge dengen Pekerjeen KSM 
Pongkowulu Kee. SR ekaes aenitasi 50% 50% 100% 1.164.000.000 Umumdan PO NGK OW 50% 50% 100% 100% 291.000.000 

Penetaen ULU Kambowa layek Rueng 

Pembengunan 
Tangkl Septik Sekala 

Dines Individual Perdesean persentase rumeh Pekerjean Minimal 50 KK Dese tangge dengen KSM 
Ronta Kee. SR ekses sanltesi 50% 50% 100% 624.000.000 Umum den RONTA 50% 50% 100% 100% 156.000.000 
Bonegunu layek Penetaen 

Ruang 

Pembengunan 
Tangkl Septik Sekala 

Dines Individual Perdeseen persentese rumah Pekerjean Minimal 50 KK Dese tangga dengen KSMLOWI SR 50% 50% 100% 756.000.000 Umum den 50% 50% 100% 100% 189.000.000 W11eul11ea Kee. ekses senitesi Penetaen MALIMBU 
Kulisusu layek Rueng 

5 PENINGKATAN Realises I Meningketnya Reelisasi PON Reelisasl PON 1. Program Jumlah 
PENGGUNAAN Pengguneen pengguna en sebeser 45%. Peningketen persentase 
PRODUKSI DALAM Produk Dalem produk delam Penggunean produk PON dalam Menlngkatnye 
NE GERI Negeri (PON) negeri dalem negeri belanja pengguneen PON 10% 10% 10% 15% 45% Terkait RP 305.812.000 Dines Seluruh unit 15% 25% 34% 74% RP. 

perlu barang dan dalam Belanje Koperasi kerje 224.955.500 
ditingkatken jasadi Pemda 

SKPD 



Output Target 
Unit/Saluan Kerja Realluai Realiu1i 

No. Terna P1rm111lah1n 
S111ran lndlkator Tsrgtt Rencana Akal 

Jeni, Keglatan Jumlah Pelakaana 'I, Anggaran {bottltntck) 
Satuan lndlkator TWI TWII TWiii TWIV Total 

Ak1i*) Anggaran (Rp) 
Koordlnator P1lakaan1 TWI TWII TWiii TWIV Total 

capalan (Rp.) 

2. Pemblnaan 
(coaching clinic) T erselenggerenye 
kepada penyedle Pemblnaan 
barang/Jasa untuk 

Jumlah (coaching clinic) 
penlngkatan 

pembinean kepada penyedia 2 2 2 4 10 Dlnaa Seluruh unit mutu/kualltes produk barang/Jasa untuk Pembln Pembln Pembln Pembln Pembln Terkeit RPO 0 0 0 0 0 
dalam negari yang peningkaten ean ean ean aan aan Koperasl kerja 

terlaksana mutu/kualltes 
produk dalem 
negerf 

3. Faallltesl aertffikasl Terselenggaranya Tingkat Komponen 
Dalam Negerl sertifikesl Tlngket 
(TKDN) bagl Jumlah Komponen Dalam 50 100 150 200 500 
produaen /pelaku sertifikasl Negerl (TKDN) sertlflk aertffik aertifik sertifik aert!fik Terkelt p xxx.xxx.xxx Din as Seluruh unit 

usahl'JUMKM di peleku bag I 
1181 aal asl asl aal Perlndag kerja 

daerah usehe produsen/peleku 
usahl!JUMKM di 
daereh 

6 PENINGKATAN Nilei lnvestesl di Meningketnye Reellsasl Rp xxx.xxx.xxx 1. Menyelenggerekan 
INVESTASI sektor p!ll'iwiseta nllai lnvestasi lnvestasi (Naik sebes!II' 30%) Pekan lnvestasl 1. Hesil perlu sektor p!ll'lwlseta (Jumleh PMDN Parlwlsata Nasional reallsasl dltingkatkan daerah den PMA) 2.Penlngkaten lnvestasl Kol!lboresl BUMD, PDMN Penandatangenen PIPNI PIPNII Dines Seluruh Unit Perusahaan Swasta 2. Jumlah Kerjasama Terleks 3MoU Terlaka 3MoU Terkait I> xxx.xxx.xxx Pariwisate Kerja Asoslasl P!l'iwlsate Kerjeseme lnvestesi PDMN a na a na 

Daerah den 
Pemarinteh lnvestesl 

(PIPN) Nasional 

3. Menyelenggeraken 
Pekan lnveatesl 
Pariwisata 
lntarnaslonal (PIPI) 
4.Penlngketan 1.Hasil 
Kerjasama realisasi 
Pemerinteh Daereh investasl 
dengen Media PMA Penandatengenan Seluruh Unit 
Nasional, 2.Jumlah Kerjaseme Terkalt p xxx.xxx.xxx DPM.PTSP Kerja 
lntarnesional, Kerjasema lnvestasi PMA 
Asosiasi Periwisate lnvestesl 
Daereh Asing 



/~ 
MUHAMMAD RIDW AN ZAKARIAH 

Output Target Unit/Satuan Kerja R111i111i Reali111I Ptrm111lah1n Jeni• Kegi1tan Juml1h Pelakhna 'lo No. Tema (bottltMCk) Saaaran lndlkator Target Rencana Akal Akal') Anggaran (Rp) ca pa Ian Anggaran 
Satu,n lndlkator TWI TWII TWiii TWIV Total Koordlnator Ptlakaana TWI TWII TWiii TWIV Total (Rp.) 

Lamanya Proses Meningkatnya rata-reta lama 30 menlt Menyederhanakan 
izin berusaha proses izln waktll perizinen SOP Jumlah 

berusahe SOP yang SOP yang 1 1 1 1 4 Terkalt p xxx.xxx.xxx DPM.PTSP Seluruh Unit 
disederhana disederhanakan Kerja 
ken 

Melakukan penllalan 
Seluruh Unit kinerje pegewal % Pegewsl yang Tldak terkalt p xxx.xxx.xxx DPM.PTSP dinllal kinerjanye Kerja 

Melaksanaken 
monev capalan % Capalan klnerja Tldak tarkalt p xxx.xxx.xxx DPM.PTSP Seluruh Unit 
klnerje pegewsl pegewal Kerja 

B~TI BUTON UTARA, 


